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SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBL!K INDONESIA 

NO MOR 13 TAHUN 20 Jg 

TENT ANG 

PETUNJUK PELAKSANAP.N 
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF 

SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

: a. bahwa untuk melaksa1ir..kan ketentuan Pasal 41 
ayat (2) huruf c_ Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparat"t.~r Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 
2017 ten tang Jabatan Fungsional Perisalah 
Legislatif, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan 
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Sekretari~ Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang 
Petunjuk Pelaksanaai~ Jabatan Fungsional 
Perisalah Legislatif; 

: 1. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawa~ Negeri Sipil (Lemharan 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Neg~.1.ra Republi.k Indonesia 
Nomor 6037); 

3. Peraturan Pemerintah Nmnor 46 Tahun 2011 
tentang Penilaian Prestasi l~erja Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Repub;ik Jadonesia Tahun 2 011 



/ 

Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5258); 

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43); 

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 
Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 
tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 235); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 
26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional 
Perisalah Legislatif (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1417) 

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
J enderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018; 

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan 
Fungsional Perisalah Legislatif; 

9. Peraturan Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Pedoman Pengangkatan Ke Dalam Jabatan 
Fungsional Perisalah Legislatif Melalui 
Penyesuaian/ Inpassing. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN 
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina 
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 

2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi 
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan 
pada keahlian dan keterampilan tertentu. 

3. Perisalah Legislatif yang selanjutnya disingkat PL adalah PNS yang 
diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk 
melakukan kegiatan di bidang risalah legislatif. 

4 . Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif yang selanjutnya disingkat 
JFPL adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di 
bidang risalah legislatif. 

5. Kegiatan Risalah Legislatif adalah kegiatan yang meliputi 
penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan 
risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah 
rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif. 

6. Tim Penilai Kinerja JFPLyang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah 
Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan 
bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang 
disusun dalam Sasaran Kinerja Pegawai serta menilai kinerja PL. 

7 . Angka Kredit dalam penyesuaian/ inpassing adalah satuan nilai 
kumulatif yang diperoleh seorang calon PL dari hasil seleksi yang 
ditetapkan oleh Tim Penguji untuk Penyesuaian/ Inpassing JFPL. 

8. Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat 
DUPAK adalah daftar usulan yang memuat data perorangan PL yang 
berisi rincian butir kegiatan dengan mencantumkan nilai/ angka 
kredit yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu sebagai bahan 
penilaian dalam penetapan angka kredit. 

9. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK 
adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur 
Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di 
instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

10. Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah 
pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses 
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur 
Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 
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11. Instansi Pembina JFPL adalah Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang 
selanjutnya disebut Setjen dan BK DPR RI. 

12. Instansi Pengguna JFPL adalah Sekretariat Jenderal Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal 
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Papua, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh. 

BAB II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan JFPL ini dimaksudkan untuk 
memberikan penyamaan persepsi dan panduan bagi PPK Instansi 
Pembina JFPL, PPK Instansi Pengguna JFPL, PyB, Tim Penilai, serta PL 
dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017 tentang Jabatan 
Fungsional Perisalah Legislatif. 

Pasal 3 
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia ini bertujuan untuk memberikan petunjuk standar bagi PyB 
dalam membina dan menentukan karier JFPL, mewujudkan obyektifitas 
dan ketepatan penilaian Angka Kredit JFPL. 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia ini meliputi : 
a. jenjang JFPL; 
b. penyusunan dan penetapan formasi JFPL; 
c. unsur kegiatan JFPL; 
d. usul penilaian dan penetapan Angka Kredit; 
e. Tim Penilai; 
f. kenaikan jabatan dan kenaikan pangkat; 
g. penilaian kinerja; 
h. kompetensi; 
i. pengangkatan dalam JFPL; 
J. pemberhentian dari jabatan; dan 
k. pengangkatan kembali. 
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BAB III 
JENJANG JFPL 

Pasal 5 
(1) JFPL merupakanjabatan fungsional kategori keahlian. 
(2) Jenjang JFPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang 

terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas: 
a. PL Ahli Pertama; 
b. PL Ahli Muda; dan 
c. PL Ahli Madya. 

(3) Jenjang pangkat, golongan ruang PL sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), sebagai berikut: 
a. PL Ahli Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a 

sampai dengan Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IIl/b; 
b. PL Ahli Muda pangkat Penata, golongan ruang III/ c sampai 

dengan Penata Tingkat I, golongan ruang 111/d; 
c. PL Ahli Madya pangkat Pembina, golongan ruang IV/ a sampai 

dengan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV /c. 

BAB IV 
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN FORMASI JFPL 

Pasal6 
(1) Formasi JFPL disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan 

dengan menghitung beban kerja organisasi. 
(2) Penyusunan Formasi JFPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun untuk jangka waktu 5 (lima) lahun, yang disajikan dalam 
bentuk perencanaan Formasi JFPL tahunan. 

(3) Berdasarkan perencanaan Formasi JFPL tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Instansi Pengguna JFPL harus melakukan 
perhitungan lowongan Formasi JFPL. 

(4) Lowongan Formasi JFPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan selisih antara perencanaan Formasi JFPL tahunan 
dengan jumlah PL yang tersedia pada tahun yang dihitung. 

(5) Jumlah PL yang tersedia pada tahun yang dihitung sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditentukan dengan mempertimbangkan 
jumlah PL yang akan naik jabatan, naik pangkat, pensiun, dan 
berhenti pada tahun yang dihitung. 

(6) Tata cara penyusunan dan penghitungan Formasi masing-masing 
jenjang JFPL diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Pedoman 
Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif. 
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BABY 
UNSUR KEGIATAN JFPL 

Pasal 7 
(1) Unsur kegiatan JFPL yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri 

atas: 
a . unsur utama; dan 
b. unsur penunjang. 

(2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri 
atas: 
a. pendidikan; 
b. penyusunan risalah; 
c. penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat; 
d . penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah; 
e . pengembangan sistem risalah; dan 
f. pengembangan profesi. 

(3) Sub unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
terdiri atas: 
a. pendidikan, meliputi: 

1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/ gelar; 
2. pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang risalah 

legislatif serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan 
Pelatihan (STIPP) atau sertifikat; dan 

3. pendidikan dan pelatihan Prajabatan. 
b. penyusunan risalah, meliputi: 

1. penyusunan risalah rapat sementara; 
2 . penyusunan risalah rapat; 
3. validasi risalah rapat; dan 
4. otentifikasi risalah rapat. 

c. penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, meliputi: 
1. penyusunan catatan rapat; 
2. penyusunan laporan singkat; dan 
3. penyusunan himpunan risalah. 

d. penyusunan analis is dan anotasi himpunan risalah, meliputi: 
1. penyusunan analisis himpunan risalah rapat; 
2 . penyusunan anotasi himpunan risalah rapat; dan 
3. validasi anotasi himpunan risalah rapat. 

e . pengembangan s istem risalah, meliputi: 
1. pembuatan e-risalah; 
2. pembuatan database risalah; 
3 . publikasi e-risalah; dan 
4. pengkajian dan pengembangan sistem. 

f. pengembangan profesi, meliputi: 
1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang risalah legislatif; 
2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang 

risalah legislatif; dan 
3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ 

ketentuan teknis di bidang risalah legislatif. 
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(4) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 
meliputi: 
a. pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional 

atau teknis di bidang risalah legislatif; 
b. peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi di bidang 

risalah legislatif; 
c. keanggotaan dalam organisasi profesi; 
d. keanggotaan dalarn Tim Penilai JFPL; 
e. keanggotaan dalam tim penyusun kurikulum, modul, bahan ajar, 

bimbingan teknis, dan/ a tau manajerial di bidang risalah 
legislatif; 

f. perolehan penghargaan a tau tanda jasa; dan 
g. perolehan ijazah atau gelar kesarjanaan lainnya. 

(5) Rincian kegiatan dan Angka Kredit masing-masing kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) 
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 

Pasal 8 
(1) Unsur dan Sub Unsur yang dilaksanakan PL sesua1 Jenjang 

jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan adalah 100% 
(seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan, 
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran I yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris J enderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 

(2) Dalarn hal suatu unit kerja tidak tcrdapat PL yang sesuai dengan 
jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka PL yang berada satu tingkat di atas 
atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan 
kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari 
pimpinan unit kerja yang bersangkutan. 

(3) Dalam hal suatu unit kerja terdapat salah satu jenjang jabatan PL 
yang volume beban tugasnya melebihi ketersediaan jabatan PL, 
maka PL yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di 
bawah jenjang jabatannya dapat melaksanakan kegiatan tersebut 
berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja 
yang bersangkutan. 

BAB VI 
USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT 

Pasal 9 
(1) PL wajib menyiapkan bahan penilaian Angka Kredit dan 

menyampaikan bahan penilaian Angka Kredit dimaksud kepada 
atasan langsung. 

(2) Atasan langsung meneliti dan menyampaikan bahan penilaian 
Angka Kredit kepada Tim Penilai melalui sekretariat Tim Penilai. 
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(3) PyB mengusulkan penetapan Angka Kredit menyampaikan usul 
penetapan Angka Kredit kepada PyB menetapkan Angka Kredit 
melalui sekretariat Tim Penilai. 

(4) Bahan penilaian Angka Kredit PL sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa DUPAK PL dibuat dengan format sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran V sampai dengan Lampiran VII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 

(5) Setiap DUPAK PL harus dilampiri, antara lain dengan: 
a. surat pernyataan melakukan kegiatan di bidang risalah legislatif, 

dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia ini; 

b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 
dibuat dengan format sebagairnana tercanturn dalam Lampiran 
IX yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia ini; 

c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang pelaksanaan 
tugas PL, dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia ini; dan/ atau 

d. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dan 
fotokopi bukti-bukti mengenai ijazah/Surat Tanda Tamat 
Pendidikan dan Pelatihan, dibuat dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 

(6) Surat pemyataan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (5), harus dilarnpiri dengan bukti fisik. 

(7) Surat penyarnpaian bahan penilaian Angka Kredit sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (2) dibuat dengan format sebagairnana 
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Sekretaris J enderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia ini. 

Pasal 10 
(1) Setiap usul penetapan Angka Kredit bagi PL harus dinilai secara 

obyektif oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai 
Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 
rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 

(2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan kepada PyB mengusulkan Angka Kredit melalui 
sekretariat Tim Penilai untuk ditetapkan Angka Kreditnya. 
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Pasal 11 
(1) Penetapan Angka Kredit PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (2), dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia ini. 

(2) Asli Penetapan Angka Kredit PL disampaikan kepada Kepala Badan 
Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian 
Negara, dan salinan disampaikan kepada: 
a. PL yang bersangkutan; 
b. Pimpinan Instansi Pembina JFPL; 
c. Sekretaris Tim Penilai PL yang bersangkutan; 
d. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian 

instansi pengguna yang bersangkutan; 
e. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; dan 
f. Pejabat lain yang dipandang perlu. 

Pasal 12 
(1) Setiap PL wajib mencatat dan menginventarisasi semua kegiatan 

yang dilakukan. 
(2) Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk DUPAK wajib diusulkan 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. 
(3) Penilaian dan penetapan Angka Kredit PL dilakukan paling kurang 

2 (dua) kali dalam setahun; 
(4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat PL 

dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan 

paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan 
b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit 

ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun yang 
bersangku tan. 

Pasal 13 
PyB mengusulkan penetapan Angka kredit, yaitu: 
a . Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian di 

lingkungan Sekretariat J enderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan Sekretariat 
Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia kepada 
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
untuk Angka Kredit bagi PL Ahli Madya di lingkungan Sekretariat 
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia, dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 
Daerah Repu blik Indonesia; 

b. Sekretaris Daerah Provinsi kepada Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Angka Kredit bagi PL 

~ 
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Ahli Madya di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat; 

c. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota kepada Sekretaris Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Angka Kredit 
bagi PL Ahli Madya di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh; 

d. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian kepada 
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian 
untuk Angka Kredit bagi PL Ahli Pertama dan PL Ahli Muda di 
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dan Sekretariat 
Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; 

e. Sekretaris Dewan kepada Sekretaris Daerah Provinsi untuk Angka 
Kredit bagi PL Ahli Pertama dan PL Ahli Muda di lingkungan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua 
Barat; dan 

f. Sekretaris Dewan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota 
untuk Angka Kredit bagi PL Ahli Pertama dan PL Ahli Muda di 
lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten/Kota di Aceh. 

Pasal 14 
(1) PyB menetapkan Angka Kredit, yaitu: 

a. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia untuk menetapkan Angka Kredit bagi PL Ahli Madya di 
lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat 
Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Papua Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh; 

b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian 
pada Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat 
Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk 
menetapkan Angka Kredit bagi PL Ahli Pertama dan PL Ahli Muda 
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di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik 
Indonesia; 

c. Sekretaris Daerah Provinsi untuk menetapkan Angka Kredit bagi 
PL Ahli Pertarna dan PL Ahli Muda di lingkungan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat; 
dan 

d. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk rnenetapkan Angka 
Kredit bagi PL Ahli Pertarna dan PL Ahli Muda di lingkungan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di 
Aceh. 

(2) Pejabat sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dapat rnembuat 
spesirnen tanda tangan dan disarnpaikan kepada Kepala Badan 
Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara 
yang bersangkutan. 

(3) Apabila terdapat pergantian PyB rnenetapkan Angka Kredit, 
spesirnen tanda tangan pejabat yang menggantikan dibuat dan 
disarnpaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor 
Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan. 

(4) Apabila PyB menetapkan Angka Kredit sebagairnana dirnaksud 
pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat rnenetapkan Angka 
Kredit sampai batas waklu yang ditentukan dalarn Pasal 12 ayat (4), 
rnaka Angka Kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat 
dibawahnya setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari PyB 
rnenetapkan Angka Kredit atau atasan PyB rnenetapkan Angka 
Kredit. 

BAB VII 
TIM PENILAI 

Pasal 15 

Dalarn rnenjalankan tugasnya, PyB rnenetapkan Angka Kredit JFPL 
dibantu oleh Tim Penilai, yang terdiri atas: 

a. Tim Penilai Pusat bagi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia untuk rnenetapkan Angka Kredit bagi PL 
Ahli Madya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat 
Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua 
Barat, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah 

11 



Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten/Kota di Aceh; 

b. Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang 
membidangi Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal 
dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 
untuk menetapkan Angka Kredit bagi PL Ahli Pertama dan PL Ahli 
Muda di lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; 

c. Tim Penilai Provinsi bagi Sekretaris Daerah Provinsi untuk 
menetapkan Angka Kredit bagi PL Ahli Pertama dan PL Ahli Muda 
di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Papua Barat; dan 

d. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Sekretaris Daerah 
Kabupaten/Kota untuk menetapkan Angka Kredit bagi PL Ahli 
Pertama dan PL Ahli Muda di lingkungan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh. 

Pasal 16 
(1) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut: 

a. seorang Ketua merangkap anggola, paling rendah PL Ahli Madya 
atau pejabat Administrator; 

b. seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian 
pada instansi masing-masing; dan 

c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota. 
(2) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu: 

a. menduduki jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari 
jabatan/pangkat PL yang dinilai; 

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja 
JFPL;dan 

c. aktif melakukan penilaian kinerja. 
(3) Masa jabatan anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat 

diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. 
(4) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan 

secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui 
masa tenggang waktu 1 (satu) kali masajabatan. 

(5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang berhalangan tetap 
a tau tidak menunjukkan kinerja yang baik, maka Ketua Tim Penilai 
mengusulkan pengganti antar waktu untuk meneruskan sisa masa 
tugas, kepada PyB menetapkan Tim Penilai. 

(6) Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai 
dapat mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti. 
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(7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
paling sedikit 2 (dua) orang dari PL. 

(8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (7) tidak dapat dipenuhi dari PL, maka anggota Tim Penilai 
dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk 
menilai kinerja PL. 

(9) Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit PL 
ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Repu blik Indonesia. 

Pasal 17 
( 1) Tugas Tim penilai Pu sat, adalah : 

a. Membantu Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia dalam menetapkan Angka Kredit PL Ahli 
Madya yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia, Sekretariat J enderal Dewan Perwakilan Daerah 
Republik Indonesia, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat Papua Sarat, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh; dan 

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang 
berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a. 

(2) Tugas Tim penilai Instansi, adalah : 
a. Membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi 

kepegawaian pada Sekretariat Jenderal Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat 
J enderal dan Sadan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 
Daerah Republik Indonesia untuk menetapkan Angka Kredit 
bagi PL Ahli Pertama dan PL Ahli Muda di lingkungan 
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan SekretariatJenderal 
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia; dan 

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian pada 
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal 
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang 
berhubungan dengan penetapan Angka Kredit sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a. 
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(3) Tugas Tim penilai Provinsi, adalah : 
a. Membantu Sekretaris Daerah Provinsi untuk menetapkan 

Angka Kredit bagi PL Ahli Pertama dan PL Ahli Muda di 
lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, 
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat di Papua, dan Sekretariat 
Dewan Perwakilan Rakyat di Papua Barat; dan 

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
Daerah Provinsi yang berhubungan dengan penetapan Angka 
Kredit sebagaimana dimaksud dalarn huruf a. 

(4) Tugas Tim penilai Kabupaten/Kota, adalah: 
a. Membantu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota untuk 

menetapkan Angka Kredit bagi PL Ahli Pertama dan PL Ahli 
Muda di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten/Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten/Kota di Aceh; dan 

b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris 
Daerah Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan 
Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalarn huruf a. 

Pasal 18 
(1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, 

dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang 
Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang 
kepegawaian. 

(2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan 
PyB menetapkan Angka Kredit. 

Pasal 19 
(1) Tim Penilai dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri 

atas para ahli, baik yang berstatus sebagai PNS atau bukan 
berstatus PNS yang mempunyai kemampuan teknis yang 
diperlukan. 

(2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat 
kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas 
kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan 
keahlian tertentu. 

(3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada 
Ketua Tim Penilai. 

(4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bersifat sementara. 
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BAB VIII 
KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT 

Bagian Kesatu 
Kenaikan Jabatan 

Pasal 20 
(1) Kenaikan jabatan bagi PL, dapat dipertimbangkan apabila tersedia 

formasi yang ditetapkan dengan ketentuan: 
a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; 
b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk 

kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; 
c. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan 
d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun 

terakhir paling kurang bernilai baik. 
(2) Kenaikan jabatan dari PL Ahli Pertama sampai dengan PL Ahli 

Madya ditetapkan oleh PPK instansi masing-masing. 
(3) Keputusan kenaikan jabatan dalam JFPL dibuat dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 

Bagian Kedua 
Kenaikan Pangkat 

Pasal 21 
(1) Kenaikan pangkat PL dapat dipertimbangkan apabila: 

a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir; 
b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk 

kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan 
c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun 

terakhir paling kurang bernilai baik. 
(2) Kenaikan pangkat bagi PNS Pusat dan Daerah yang menduduki 

jabatan PL Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang 
IV /b menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV /c, 
ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis 
dari Kepala Sadan Kepegawaian Negara. 

(3) Kenaikan pangkat PNS Pusat yang menduduki jabatan PL Ahli 
Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a untuk menjadi 
Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk 
menjadi PL Ahli Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang 
IV /b ditetapkan dengan Keputusan PPK yang bersangkutan setelah 
mendapat persetujuan teknis Kepala Sadan Kepegawaian Negara. 

(4) Kenaikan pangkat PNS Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang 
mendudukijabatan PL Ahli Pertama pangkat Penata Muda golongan 
ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang 
III/b sampai dengan untuk menjadi PL Ahli Madya pangkat 
Pembina Tingkat I golongan ruang IV /b ditetapkan dengan 
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Keputusan PPK yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan 
teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara. 

(5) Kenaikan pangkat bagi PL dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi 
dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan 
oleh PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IX 
PENILAIAN KINERJA 

Pasal 22 
(1) Pada awal tahun, setiap PL wajib menyusun SKP yang akan 

dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan. 
(2) SKP PL disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang 

bersangku tan. 
(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan 

sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan 
kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing­
masing jenjang jabatan. 

(4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung. 

Pasal 23 
(1) Penilaian kinerja JFPL untuk menjamin objektivitas pembinaan 

yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. 
(2) Penilaian kinerja JFPL dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja 

pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan 
memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, 
serta perilaku PNS. 

(3) Penilaian kinerja JFPL dilakukan secara objektif, terukur, 
akuntabel, partisipatif, dan transparan. 

(4) Penilaian kinerja JFPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan oleh atasan langsung. 

Pasal 24 
(1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan 

berdasarkan pencapaian Angka Kredit setiap tahun. 
(2) Pencapaian Angka Kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu 

syarat untuk kenaikan pangkat dan/ atau kenaikan jabatan. 
(3) Pencapaian Angka Kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian Angka Kredit pada 
setiap tahun. 

Pasal 25 
(1) PL setiap tahun wajib mengumpulkan Angka Kredit dari unsur 

pendidikan dan pelatihan, tugas jabatan, pengembangan profesi, 
dan unsur penunjang dengan jumlah Angka Kredit paling sedikit 
sebagai berikut: 
a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk untuk PL Ahli Pertama; 
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b. 25 (dua puluh lima) untuk PL Ahli Muda; dan 
c. 37 ,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk PL Ahli Madya. 

(2) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
tidak berlaku bagi PL yang menduduki pangkat tertinggi dalam 
jenjang jabatan yang didudukinya. 

(3) Jumlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 
dasar untuk penilaian SKP. 

Pasal 26 
(1) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi 

untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan 
dan/atau pangkat PL dengan pendidikan Sarjana/Diploma IV 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia ini. 

(2) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi 
untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan 
dan/atau pangkat PL dengan pendidikan Pasca Sarjana tercantum 
dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia ini. 

(3) Jumlah Angka Kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi 
untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan 
dan/ a tau pangkat PL dengan pendidikan Doktor tercantum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia ini. 

(4) Jumlah Angka Kredit kumulatif yang harus dicapai PL, yaitu: 
a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) Angka Kredit berasal 

dari unsur utama, tidak termasuk sub unsur pendidikan formal; 
dan 

b. paling banyak 20% (dua puluh persen) Angka Kredit berasal dari 
unsur penunjang. 

Pasal 27 
(1) PL yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang 

disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/ a tau pangkat setingkat 
lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan 
untuk kenaikan jabatan dan/ a tau pangkat beriku tnya. 

(2) PL yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi Angka 
Kredit yang disyaratkan untuk kenaikanjabatan dan/atau pangkat 
dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan 
seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling kurang 20% (dua 
puluh persen) Angka Kredit dari jumlah Angka Kredit yang 
disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/ atau pangkat setingkat 
lebih tinggi yang berasal dari tugas jabatan unsur utama. 
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BABX 
KOMPETENSI 

Pasal 28 
(1) PNS yang menduduki JFPL harus memenuhi standar kompetensi 

sesuai dengan jenjang jabatan; 
(2) Kompetensi PL meliputi: 

a. Kompetensi Teknis 
b. Kompetensi Manajerial; dan 
c. Kompetensi Sosial Kultural. 

(3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan ditetapkan oleh 
lnstansi Pembina JFPL. 

Pasal 29 
(1) Setjen dan BK DPR RI mengkoordinasikan pelaksanaan uji 

kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku. 
(2) Uji kompetensi JFPL dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 

setahun. 
(3) Dalam setiap penyelenggaraan uji kompetensi ditetapkan Tim 

Penguji. 
(4) Susunan keanggotaan Tim Penguji sebagai berikut: 

a. seorang Ketua merangkap anggota; 
b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan 
c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota; 

(5) Tim Penguji kompetensi JFPL sekurang-kurangnya memiliki syarat 
se bagai beriku t : 
a. mempunyai jcnis jabatan fungsional yang sama dengan peserta 

Ujl; 

b. menduduki jenjang jabatan paling rendah setingkat lebih tinggi 
dengan jabatan pejabat fungsional PL yang diuji; 

c. memiliki surat keputusan sebagai tim penguji yang ditetapkan 
oleh sekurang-kurangnya pejabat pimpinan tinggi pratama; 

d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan 
e. tidak sebagai peserta uji. 

(6) Tugas Tim Penguji kompetensi adalah terdiri atas: 
a . menetapkan metode uji kompetensi; 
b . membuat rencana penilaian; 
c. menetapkan metode penilaian; 
d. menyiapkan perangkat penilaian; 
e . berkoordinasi dengan instansi pengguna dalam menyiapkan 

fasilitas dan surnber daya yang dibutuhkan; 
f. rnerneriksa dan memvalidasi data dokumen; 
g. rnelakukan penilaian uji kornpetensi sesuai dengan rnetode yang 

ditetapkan; 
h. rnernberikan feedback hasil penilaian uji kepada peserta uji 

korn petensi; 
i. rnelakukan pemuktahiran instrumen uji kompetensi; 
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J. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil 
penyelenggaraan; dan 

k. melakukan pencatatan dan melaporkan penyelenggaraan uji 
kompetensi JFPL kepada pimpinan penyelenggaran uji yang 
meliputi jumlah peserta uji dan yang lulus uji kompetensi, jenis 
jabatan fungsional, kategori dan jenjang jabatan fungsional, 
rekapitulasi kelulusan, metode uji kompetensi, tim penguji 
kompetensi, waktu dan tempat uji kompetensi. 

(7) Setjen dan BK DPR RI menerbitkan surat rekomendasi bagi peserta 
yang lulus uji kompetensi. 

(8) Tata cara uji kompetensi JFPL ditetapkan oleh Instansi Pembina 
JFPL. 

BAB XI 
PENGANGKATAN DALAM JFPL 

Bagian Kesatu 
Um um 

Pasal 30 
(1) Pengangkatan PNS dalam JFPL untuk jenjang jabatan PL Ahli 

Pertama sampai denganjenjang PL Ahli Madya ditetapkan oleh PPK. 
(2) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di 

lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan PL sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi jenjang jabatan PL Ahli 
Mad ya. 

Pasal 31 
Pengangkatan PNS ke dalam JFPL dilakukan melalui: 

a. pengangkatan pertama; 

b. perpindahan dari jabatan lain; 

c. penyesuaian (inpassing); dan 

d. promosi. 

Bagian Kedua 
Pengangkatan Pertama 

Pasal 32 
(1) Pengangkatan dalam JFPL melalui pengangkatan pertama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, harus memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. berstatus PNS; 
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 
c . sehatjasmani dan rohani; 
d. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV (DIV) bidang 

ekonomi, manajemen, hukum, ilrnu adrninistrasi, dan sosial; 
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e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi 
Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar 
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan 

f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) 
tahun terakhir. 

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi JFPL 
melalui pengadaan Calon PNS. 

(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat 
sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling 
lama 1 (satu) tahun diangkat dalam JFPL. 

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) 
tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan 
pelatihan fungsional di bidang risalah legislatif. 

(5) PL yang belum mengikuti dan/ atau tidak lulus pendidikan dan 
pelatihan fungsional di bidang risalah legislatif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya. 

(6) Pelaksanaan tugas di bidang risalah legislatif yang dilakukan 
selama masa Calon PNS dapat diperhitungkan sebagai bagian dari 
penilaian Angka Kredit sepanjang menyertakan bukti fisik yang 
lengkap. 

(7) Keputusan pengangkatan pertama dalam JFPL dibuat dengan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 

Bagian Ketiga 
Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain 

Pasal33 
( 1) Pengangkatan dalam JFPL melalui perpindahan dari jabatan lain 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
a. berstatus PNS; 
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 
c. sehatjasmani dan rohani; 
d. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV (DIV); 
e. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi 

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar 
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; 

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang 
risalah legislatif paling sedikit 2 (dua) tahun; 

g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) 
tahun terakhir; 

h. berusia paling tinggi: 
1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JFPL 

Ahli Pertama dan PL Ahli Muda; dan 
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2. 55 (lima puluh lirna) tahun bagi yang akan rnenduduki JFPL 
Ahli Madya. 

(2) Pengalaman di bidang risalah legislatif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf f, tidak harus secara terus menerus. 

(3) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, merupakan 
batas usia paling larnbat penetapan keputusan pengangkatan 
dalam JFPL, oleh karena itu penyampaian usul pengangkatannya 
sudah diterima oleh PPK masing-rnasing paling kurang 6 (enarn) 
bulan sebelurn usia yang dipersyaratkan berakhir. 

(4) Pengangkatan JFPL sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) harus 
rnempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional 
yang akan diduduki. 

(5) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagairnana dimaksud pada 
ayat ( 1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang 
jabatan ditetapkan sesuai dengan jurnlah Angka Kredit yang 
ditetapkan oleh PyB rnenetapkan Angka Kredit. 

(6) Jurnlah Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
ditetapkan dari unsur utarna dan unsur penunjang. 

(7) Jumlah Angka Kredit sebagairnana dirnaksud pada ayat (5) tidak 
didasarkan pada masa kerja pangkat dan golongan ruang, tetapi 
didasarkan pada kegiatan unsur utama dan dapat ditarnbah dari 
kegiatan unsur penunjang. 

(8) Keputusan pengangkatan PNS rnelalui perpindahan dari jabatan 
lain kedalam JFPL dibuat dengan format sebagaimana tercanturn 
dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia ini. 

Pasal 34 
( 1) Asisten Perisalah Legislatif yang mem peroleh ijazah Sarj ana 

(Sl)/Diploma IV (DIV) dapat diangkat ke dalam JFPL, apabila 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. tersedia formasi untuk JFPL; 
b. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi 

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar 
kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina; dan 

c. merniliki pangkat Pena ta Muda, golongan ruang III/ a. 
(2) Asisten Perisalah Legislatif yang akan diangkat menjadi PL 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit dari 
ijazah Sarjana (Sl)/Diplorna IV (DIV), ditambah paling banyak 65% 
(enam puluh lirna persen) Angka Kredit kumulatif dari pendidikan 
dan pelatihan, tugas jabatan, dan pengembangan profesi dengan 
tidak rnemperhitungkan Angka Kredit dari unsur penunjang. 
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Bagian Keempat 
Pengangkatan Melalui Penyesuaian (Inpassing) 

Pasal 35 
( 1) Pengangkatan dalam JFPL melalui penyesuaian ( inpassing) 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
a. berstatus PNS; 
b. memiliki integritas dan moralitas yang baik; 
c. sehatjasmani dan rohani; 
d . berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV (DIV); 
e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang risalah 

legislatif paling sedikit 2 (dua) tahun; dan 
f. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) 

tahun terakhir. 
(2) Pengangkatan dalam JFPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan 
yang akan diduduki. 

(3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) dalam JFPL 
diatur dalam pedoman pengangkatan kedalam JFPL melalui 
penyesuaian (inpassing) yang ditetapkan oleh Instansi Pembina 
JFPL. 

(4) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian (inpassing) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berlaku 1 (satu) kali 
selama masa penyesuaian (inpassing) . 

(5) PNS yang dalam masa penyesuaian (inpassing) telah dapat 
dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan 
(inpassing) dalam JFPL terlebih dahulu dipertimbangkan kenaikan 
pangkatnya agar dalam penyesuaian ( inpassing) telah 
mempergunakan pangkat terakhir. 

(6) PNS yang telah disesuaikan (inpassing) dalam JFPL untuk kenaikan 
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi harus menggunakan Angka 
Kredit yang ditentukan, serta memenuhi syarat lain yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 

(7) Tata cara pengangkatan kedalam JFPL melalui penyesuaian 
(inpassing) ditetapkan oleh Instansi Pembina JFPL. 

(8) Keputusan pengangkatan dalam JFPL melalui penyesuaian 
(inpassing) dibuat oleh PPK Instansi Pengguna JFPL dibuat dengan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 
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Bagian Kelima 
Pengangkatan Melalui Promosi 

Pasal 36 
(1) Pengangkatan dalam JFPL melalui promosi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 31 huruf d harus memenuhi persyaratan se bagai 
berikut: 
a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi 

Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar 
kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan 

b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) 
tahun terakhir. 

(2) Pengangkatan dalam JFPL melalui promosi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang 
jabatan fungsional yang akan diduduki. 

(3) Pengangkatan dalam JFPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

BAB XII 
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN 

Pasal37 
(1) PL Ahli Pertama sampai dengan PL Ahli Madya diberhentikan dari 

jabatannya apabila: 
a. mengundurkan diri dari Jabatan; 
b. diberhentikan sementara sebagai PNS; 
c. menjalani cuti di luar tanggungan negara; 
d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; 
e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Perisalah; 

a tau 
f. tidak memenuhi persyaratan jabatan. 

(2) Keputusan pemberhentian dari JFPL dibuat dengan format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris J enderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 

BAB XIII 
PENGANGKATAN KEMBALI 

Pasal 38 
( 1) PL yang diberhentikan karena a lasan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dapat 
diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila 
tersedia formasi jabatan PL. 

(2) PL yang diberhentikan karena a lasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan 

Xt 
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Fungsional Perisalah Legislatif apabila telah diangkat kembali 
sebagai PNS. 

(3) PL yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan 
Fungsional Perisalah Legislatif apabila telah selesai menjalani cuti 
di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS. 

(4) PL yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 37 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali dalam Jabatan 
Fungsional Perisalah Legislatif apabila telah selesai menjalani tugas 
belajar. 

(5) PL yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 
(1) huruf e, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional 
Perisalah Legislatif paling tinggi berusia: 
a. 55 (lima puluh lima) tahun bagi Perisalah Ahli Pertama dan 

Perisalah Ahli Muda; dan 
b. 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi Perisalah Ahli Madya. 

(6) Pengangkatan kembali dalam JFPL sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir 
yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari JFPL. 

(7) Pengangkatan kembali dalam JFPL sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum 
diberhentikan dari JFPL dan dapat ditambah dengan Angka Kredit 
dari pengembangan profesi yang diperoleh pada saat menjalani 
pemberhentian dari jabatan. 

(8) Pengangkatan kembali dalam JFPL sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), dengan menggunakan Angka Kredit terakhir sebelum 
diberhentikan dari JFPL dan dapat ditambah dengan Angka Kredit 
dari pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang risalah 
legislatif serta pengembangan profesi yang diperoleh pada waktu 
menjalani pemberhentian dari jabatan. 

(9) Pengangkatan kembali ke dalam JFPL sebagaimana dimaksud pada 
ayat (5), dapat dilakukan dengan ketentuan pengajuan usulan 
sudah diterima oleh PPK masing-masing paling kurang 6 (enam) 
bulan sebelum usia yang dipersyaratkan berakhir. 

(10) Keputusan pengangkatan kembali dalam JFPL dibuat dengan 
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini. 
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BAB XIV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa139 

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini akan ditetapkan lebih 
lanjut oleh Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

Pasal 40 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 4 Juni 2018 

SEKRETARIS JENDERAL, 

;«IND~~: N 
~ NIP. 196611141997031001". 
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NO UNSUR 

1 2 

I. Pendidikan A. 

8. 

c. 

II. Penyusunan Risalah A. 

Rapat 

;I 

SUB UNSUR 

3 

Pendidikan sekolah dan 
mendapat ijt'IZah 

Pendidikan dan pelatihan 
fung:;ional Perisalah Legislatif 
danmendapatSuratTanda 

LAMPIRAN I 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL 
PERISALAH LEGISLATIF 

RINCIAN K.EGIATAN JABATAN FUNGSIONAL KEAHLIAN 

PERISALAH LEGISLATIF DAN ANGKA KREDITNYA 

RINCIAN KEGIATAN TOGAS 

KEGIATAN SATUAN HASIL ANG KA PELAKSANA 
ISETIAPI KREDIT 

4 6 1 8 

1. Doktor tS3) Ijazah yang 200 Semua Jenjang 

2. Mag1ster (S2) 
terakreditasi 

150 Semua Jenjang 

3. Sarjru:ia (S ll/ Diploma IV 100 Semua Jen1ang 

1. Lamanya lebih dari 960 jam Sertiiikat 15 Semua Jenjang 

2. Lamanya 641 - 960 Jam 9 Semua Jenjang 

Ta.mat Pendidikan dan Pelatihan 3 . Laman ya 481 - 640 jam 6 Semua Jenjang 
1STTPL) 

4. Lamanya 161 - 480 jam 3 Semua Jenjang 

5. Lamanya 81 - 160 jam 2 Semua Jenjang 

6. Lamanya 30 - 80 jam 1 Semua Jenjang 

7. Lamanya kurang dari 30 jam 0,5 Semua Jenjang 

pendidikan dan pelatihan Mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan 
prajabatan dtul memperoleh 
surat tanda tamat pendidikan 1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan PNS Sertifikat 2 Semua Jenjang 

dan pelatihan 2. Pendidikan dtW pelatiha.n Ujian Dinas Golongan Sertifikat Semua Jenjang 

m 
3. Pendidikan dan pefatihan Ujian Dinas Golongan Sertiftkat Semu01 Jenjang 

IV 
Penyusunan Risalah Rapat Mengoordinasikan kegiatan penyusunan risalah rapat Laporan 0,007 Perisalah Legislatif Ahli 
Sementara semen tar a Pertama 

Melakukan inventarisa!li hasil tran!lkrip, kelengkapan La po ran 0,008 Perisalah Legis!atif Ahli 
dan bahCUl rapat u ntu.k penyusunan risalah rapat Pertama 
semen tar a 

Memeriksa basil inventarisasi bahan rapat untuk La po ran 0,009 Perisalah Legislatif Ahli 
penyusunan risalah rapat ::;ementarn Pertama 

~ 



NO UN SUR SUB UNSUR K EG IATAN SATUAN HASIL ANG KA PELAKSANA 
ISETIAPl KREDIT 

1 2 3 4 6 7 8 

Mengo!M> ha:;il transkrip menjadi risalah rapat 
:;ementara yang berbahasa Indonesia berda:;arkan : 

a. jumlah hal:uru1n risalah rapat paling kurang 50 dokumen 0,028 Perisafah Legislatif Ahli 
halaman Pertama 

b. jumlah halaman risalah rapat 51 sampai dengan dokumen 0,039 Perisalah Legisl3.tif Ahli 
100 halrunan Pert a ma 

c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan doku.men 0.048 Perisalah Legish1tif Ahli 
150 halaman Pertama 

d. jumlah halaman risalah rapat 151 sampai dengan dokumen 0,058 Perisalah Legislat.if Ahli 
200 halrunan Pertama 

e. jumlah halam3.n risalah rapat d.iatas 200 dokumen 0,063 Peri:;alah Legirolatif Ahli 

halaman Pertama 
~engolah h3.sil transkrip menjadi risalah rapat 

sementara yang berbabasa asing berdasarkan : 

a. jumlah halaman ri:;alah rapat paling lrurang 50 dokumen 0,035 Perisalah Legislatif Ahli 
halaman Pert a ma 

b. jumlah halam.3.n risalah rapat 51 sampai dengan dokumen 0,046 Perisalah Legislatif Ahli 
100 halaman Pertama 

c. jumlah halaman risalah ra.pat 101 :;ampai deng= dolcumen 0,056 Peri:;alah Legislatif Ahli 
150 ha1:.un..-ui Pertam.a 

d. jumlah halaman risalah rapat 151 :;ampai dengan dolcumen 0.067 Perisalah Legislatif Ahli 
200 halaman Pertama 

e. jumlah halaman risalah rapat diatas 200 dokumen 0.078 Perisalah Legislatif Ahli 
halaman Pertama 

).fengolah ha:;;l transknp menJadi ri:;."\lah rapat 

sementara yang berbahasa daerah berdasarkan : 

a. jumlah halam3.n risalah rapat paling kurang 50 dolcumen 0,027 Perisalah Legislatif Ahli 

halaman Pert a ma 

b. jumlah halaman risa.L.'Ul rapat 51 sampai dengan dolcumen 0 ,035 Perisalah Legislatif Ahli 

100 halaman Pert a ma 

c. jumlah halaman risalah rapat 101 sampai dengan dokumen 0 ,046 Peri:;alah Legislatif Ahli 

150 halaman Pertama 

d. jumlah halama..n risalah rapat 151 sampai dengan dokumen 0,055 Perisalah Legislatif Ahli 
200 halamnn Pertama 

e. jumlah halam3.n risafah rapat diatas 200 dokumen 0,067 Perisalah Legislatif Ahli 
balaman Pert a"':> 

Menelaah dan menyerahkan risa1ah rapat :;ementara berita acara 0 ,017 Perisalah Legislatif Ahli 
kepada penyelenggarn rapat untuk dikorekGi Pertruna 

B. Penyusunan RiGalah Rapat Mel.-.kukan perbaikan risalah rapat sementara dokumen konsep 0,016 Perisalah Legislatif Ahli 

terhadap haGil koreksi penyelenggara/peserta rapat risalah rapat Pertama 
untuk menjadi risalah rapat 

2 ~ 
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NO UNSUR SUB UNSUR KEG IATAN SATUAN HASIL ANG KA PELAKSANA 
ISETIAPI KREDIT 

1 2 3 4 6 7 8 

:\1enyusun laporan pelaksMlaan tu.gas penyusunan 
risalah rapat yang melipub: 

a . bu la.nan laporan 0,01 5 Perisalah Legislatif Ahli 
Pertanta 

b . triwula n laporan 0 ,0 15 Perisalah Legislatif Ahli 
Pertama 

c. semester laporan 0.019 Perisalah Legisla.tif Ahli 
Pertama 

d . tahunan laporan 0,017 Perisalah Legislatif Ahli 
Pertama 

c. V alidasi Risalah Rapat '.\l:er encanakan p embuatan validasi risalah rapat program kegia~n 0.021 Perisalah Legislati.f Ahli Muda 

:\1emeriksa kelengkapan valid..'\.si risalah rapat laporan 0,031 Perisalah Legislatif Ahli :\1uda 

Melakukan validasi r isalah rapat laporan v-alidasi 0,034 Perisalah Legi::lati.f Ahli Muda 

Menelaah dan menyerahkan risalah rapat yang s udah berita a cara 0.023 Perisalah Legislatif Ahli :Muda 
divalidasi kepada p en gguna/penyelenggara rapat 
untuk mendapatkan pengesaban 

Membuat klasifikasi sederhana validasi risalah rapat 
berdasarka,.. · 
a. risalah rapat sementara daftar klasifik..">.si 0,023 Perisalah Legislatif Ahli :Muda 
b. risalah rapat resmi daftar klasifikasi 0 ,022 Perisalah Legislatif Ahli :\{uda 

:\1embuat klasifikasi sederbana validasi risalah rapat d..-Utar ldasifik..,si 0.022 Perisalah Legislatif Ahli :Muda 
berdasarkan pokok pemba.hasan 

Menyusun laporan pelaksanaan tugas val.idasi ri::alah 
rapat yang meliputi: 

a. bu la.nan lap oran 0,026 Perisalah Legislatif Ahli :\{uda 

b . triwulan la p o ran 0,027 Perisalah Legislati.f Ahli :Muda 

c. semester laporan 0,030 Perisalah Legislatif Ahli Muda 

d. tahunan laporan 0.030 Perisalah Legislatif Ahli Muda 

D. Otemifikasi Risalah Rapat '.\l:elaksanakan otentifikasi risalah rapat dokumen 0.052 Perisa1ah Legislatif Ahli Madya 

:\1elaksanakan otentifi:<asi risalah rapat per pokok d okumen 0,052 Perisalah Legislatif Ahli Madya 
bahasan 

Ill. Penyusunan A. Penyusunan Catatan Rapat Menyusun catatan rapat berbahasa Indonesia 
Dokumen berdasarlc.."Ul lamanya waktu rapat: 

3 ~ 
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NO UN SUR SUB UNSUR KEG IATAN SATUAN HASIL ANG KA PELAKSANA 
ISETIAPI KREDIT 

1 2 3 4 6 7 8 

a. kurang dari 1 jam dokumen 0,037 Perisalah Legislatif Ahli 
Muda/Perisalah Legislatif Ahli 

Mad ya 

b. 1 sampai kurang dari 2 jam dokumen 0,057 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/Perisalah Legislatif Ahli 
Mad ya 

c. 2 sampru kurang dari 3 Jam dokumen 0,080 Perisalah Legislatif Ahli 
Muda/Perisalah Legislatif Ahli 

::\fadva 
d. 3 sampru kurnng dari 4 jam dokumen 0,094 Perisalah Leg:islatif Ahli 

Muda/Perisalah Legislatif Ahli 
Madya 

e . 4 sampai kurang dari 5 jam dokumen 0,119 Perisalah Leg:islatif Ahli 
Muda/Perisalah Legislatif Ahli 

::\fad ya 
f. 5 jam lebih dokumen 0 ,1 40 Peri.salah Legislatif Ahli 

Muda/Perisalah Legislatif Ahli 
::\fadva 

::v!enyu sun catatan rapat berbahasa asing 
berdasarkan lamanya waktu rapat: 

a. kurang dari l jam dokumen 0 ,050 Perisalah Legislatif Ahli 
Muda/Perisalah Legislat.if Ahli 

Mad\·a 
b. 1 sampai 1..-urang dari 2 jam dokumen 0 ,075 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/Perisalah Legislatif Ahli 
::\fad ya 

c. 2 sampai kurang dari 3 jam dokumen 0.090 Peris..Uah Legislatif Ahli 
Muda/Perisalah Legislat.if Ahli 

::v!adva 

d. 3 sampai kurang dari 4 jam doku::nen 0,110 Perisalah Leg:islatif Ahli 
Muda/Perisalah Legislatif Ahli 

Mad~·a 

e. 4 sampai kurang dari 5 Jam dokumen 0,130 Perisalah Leg:islatif Ahli 
Muda/Perisalah Legislat.if Ahli 

Madva 
f. 5 jam lebih dokumen 0,150 Per isfilah Legislatif Ahli 

Muda/Perisalah Legislatif Ahli 
Madva 

:\1enyusun catatan rapat berbahasa daerah 
berdasarkan lamanya waktu rapat: 

/ 
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a. kurnng dari 1 jam dokumen 0,053 Perisalah Legislatif Ahli 
Muda/Perisalah Legislatif Ahli 

).l:adya 

b. 1 sampai kurang da.ri 2 jam dokumen 0 ,080 Peri=lah Legislatif Ahli 
Muda/Perisalah Legislatif Ahli 

1fadya 
c. 2 sampai kurn.ng da.ri 3 jam dokumen 0,109 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/ Perisalah Legislatif Ahli 
1fadva 

d. 3 sampai kumng dari 4 jam dokumen 0, 123 Perisalah Legislatif Ahli 
Muda/ Perisalah Legislatif Ahli 

1fadya 
e. 4 sampai kurang dari 5 Jam dokumen 0,143 Pern:alah Legislatif Ahli 

Muda/ Perisalah Legislatif Ahli 
11:adya 

f . s,am lebih d okumen 0 .. 163 Perisalah Legislatif Ahli 
Muda/ Perisalah Legislatif Ahli 

1fadya 
Menyusun laporan pelaksanaan tugas pembuatan 
catatan rapat yang meliputi: 

a. bul anan Japoran 0,027 Perio>alah Legislatif Ahli 

Muda/Perisalah Legi10latif Ahli 
11:adya 

b. triwulan 13.poran 0 ,027 Perisalah Legislatif Ahli 
Muda/ Perisalah Legislatif Ahli 

1fadya 
c. semester laporan 0,034 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/ Perisalah Legislatif Ahli 
11adya 

d. tahunan la po ran 0 ,035 Perisalah Legislatif Ahli 
Muda/ Perisalah Legislatif Ahli 

1fadya 

8. Penyusunan Laporan Singk..'lt 11enyusun lapornn singkat berbahasa Indonesia, 
berdasarkan lamanya waktu rapat: 

a. kurang dari 1 jam dokumen 0 ,018 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/ Perisalah Legislatif Ahli 
Mad;-a 

b. 1 sampai kurang dari 2 jam dokumen 0 ,033 Perisalah Legislatif Ahli 
Muda/ Perisalah Legislatif Ahli 

Madva 

5 ---~ 
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c. 2 sampai kurang da.ri 3 jam dokumen 0 ,058 Perisalah Legislatif Ahli 
Muda/Peri:;alah Legjslatif Ahli 

Mad ya 
d. 3 sampai kurang dMi 4 jam dokumen 0.073 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/Perisalah l..egislatif Ahli 
Madya 

e. 4 sampai kumng dari 5 jam dokumen 0.102 Perisalah l..egislatif Ahli 
Muda/ Perisalah Legislatif Ahli 

Mad ya 
f. S jam lebih dokumen 0.118 Perisalah Legi:;latif Ahli 

Mudn/PerisaL.'lh Legislatif Ahli 
Madya 

~1enyusun laporan singkat berbahasa asing, 
berda:;arkan lamanya waktu rapat: 

a. kurang dari 1 Jam dokumen 0 ,033 Perisalah Legi:;latif Ahli 
Muda/ Peri!:a1ah Legislatif Ahli 

Madva 

l.r 
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b. 1 si?Unpai kurang dari. 2 jam dokumen 0,055 Perisalah Legi::latif Ahli 
Muda/Perisalah Legislatif Ahli 

Madva 
c. 2 s:!Ullpai kurang dari 3 jam dokumen 0,070 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/Perisalah Legislatif Ahli 
Madva 

d. 3 si?Unpai kurang dari 4 jam dokumen 0,100 Perisalah Legislacif Ahli 
Muda/Perisalah Legislatif Ahli 

Mad\·a 
e. 4 sampai kurang dari 5 jam dokumen 0,120 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/Perisalah Legislatif Ahli 
Mad ya 

f. 5 jam lebih doku.-nen 0 ,144 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/ Perisal..'11 Legislatif Ahli 
'.1.fadya 

Menyusun laporan singkat berb3liasa daerah, 
berdasarkan lamanya waktu rapat: 

a. kurang dari 1 jam dokumen 0,040 Perisalah Legfolatif Ahli 
Muda/Perisalah Legislatif Ahli 

Madva 
b . 1 sampai kurang dari 2 jam dokumen 0,058 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/Perisalah Legi11latif Ahli 
'.l.{adya 

c. 2 sampai kurang dari 3 jam dokumen 0,070 Perisalah Legislattf Ahh 
Muda/Perisalah Legislatif Ahli 

'.1.fo.dya 
d. 3 sampai k-urang da.ri 4 jam dokumen 0,095 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/Perisal..'\h Legislatif Ahli 

'.l.iadva 
e. 4 sampai kurang dari S jam dokumen 0 ,115 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/ Perisalah Legislatif Ahli 

'.l.fadva 
f. 5 jttm lebih dokumen 0,148 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/ Perisalah Legtslatif Ahli 
'.l.fo.dya 

Menyusua laporan pelaksanaan tugas pembuatan 
laporan singkat yang meliputi: 

~ __.. 
7 

/ 



NO UN SUR SUB UNSUR KEG IATAN SATUAN HASIL ANG KA PELAKSANA 
ISETIAPI KREDIT 

1 2 3 4 6 7 8 

a. bulanan dokumen 0,026 Perisalah Legislatif Ahli 
Muda/Perisalah Legislatif Ahli 

Madya 
b. triwulan dokumen 0,026 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/Perisalah Legislatif Ahli 
Madva 

c. semester dokumen 0 ,039 Perisalah Legislatif Ahli 
Muda/Perisalah Legfalatif Ahli 

Madva 
d . tahunl'Ul dokumen 0,038 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/Perisalah Legislatif Ahli 
~adya 

c. Penyusunan Himpunan Risalah :vlerencanakan penyusunan buku himpunan risalah program kegiatan 0,095 Perisruah Legislatif Ahli 
Ra pat dalam satu pokok pembahasan Muda/Perisalah Legislatif Ahli 

:!I.fad ya 
~1engelompokkan risalah rapat Resmi ke dalani satu kelompok Risalah 0,096 Perisala.h Legislatif Ahli 
pokok pembahasan Res mi Muda/Perisalah Legislatif Ahli 

Madva 
:\.ienyu:;un drotar urut risalah rapat resmi dan Konsep Buku 0,033 Perisalah LegisL.·uif Ahli 
kelompok risalah rapat berdasarkan waknl kegiatan Himpunan Risalah Muda/Perisalah Legislatif Ahli 

Madya 
:!l.1en:,usun buku himpunan risalah rapat Buku Himpunan 0 ,098 Peri!:.alah Legislatif Ahli 

Risalah Rapat Muda/Pensalah Legislauf Ahli 
Madva 

:\1en:,usun laporan pelaksanaan tugas pembuatan 
himt>unan risalah rat>at v-anv mElit>uti: 
a. bulanan laporan 0,025 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/Perisalah Legislatif Ahli 
1fadya 

b . tri\\-ulan laporan 0 ,025 Perisalah Legislatif Ahli 
Muda/Perisalah Legislatif Ahli 

1fadva 
c. semester laporan 0 .035 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/Perisalah Legislatif Ahli 
Mady a 

d. tahunan laporan 0,034 Perisalah Legislatif Ahli 

Muda/Perisalah Legi!:latif Ahli 
Madva 

~ 
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IV. Penyusunan Analisis A. Penyusunan Analisis Himpunan ~1erencanakan pe:nbuatan analisis himpunan risalah program keg:iatan 0,145 Perisalah Legislatif Ahli Mad.ya 
dan Anotasi Risalah Rapat rapat 

Himpunan Risalah :\l'.embuat analisis himpunan risalah rapat buku 0,476 Perisalah Legislatif Ahli Madya 
Ra pat 

11enyusun laporan pelaksanaan tuga:; pembuatan 
himounan rfoalah raoat vanv meliouti: 
a. bulanan la po ran 0,038 Perisalah Legislatif Ahli Mad.ya 

b. tri'l'iulan la po ran 0,038 Perisalah Legislatif Ahli Madya 

c. semester laporan 0 ,053 Perisalah Legislatif Ahli Madya 

d. tahunan laporan 0 ,053 Peri:;ruah Legislatif Ahli Madya 

B. Penyusunan Anotasi Himpunan :\l'.erencanakan pembuatan anotasi himpunan risalah program kegiatan 0,157 Pensalah Legislatif Ahli Madya 

Ri:;alah Rapat rapat 

~iembuat anota:;i himpunan ri:;alah rapat bu1.."U 0,600 Perisalah Legi:;latif Ahli Madya 

c. Validasi Anota:;i Himpunan :\fombuat validasi anotasi himpunan risalah rapat anotasi yang sudah 0,628 Perisalah Legislatif Ahli Madya 
Risalah Ra-n"t div,.1<na::i 

v. Pengembangan A. Pembuatan e-Risalah Melakukan pengumpulan dokumen :;oftcopy yang laporan 0 ,013 Perisalah Legislatif Ahli 

Sistem Risalah akan diiadikan sebae:ai e-Risalah Pertama 
:\1enginventarisir dokumen softcopy daft:.u- inventru-isir 0,013 Perisalah Legislatif Ahli 

Pertama 
Melakukt'ln pembuatan e-risalah: 

a. risalah rapat sementara dokumen 0,013 Perisafah Legislatif Ahli 
Pertama 

b. risalah rapat resm1 dokumen 0,017 Perisalah Legislatif Ahli 
Penama 

c. risalah rapat yang sudah divalidasi dokumen 0,017 Perisalah Legislatif Ahli 

Penama 
d. catatan rapat buku 0,017 Perisalah Legislatif Ahli 

Pertama 
e. laporan singkat dokumcn 0,016 Perisalah Legislatif Ahli 

Pena.ma 
f. himpunan risalah rapat dokumen 0 ,017 Perisalah Legislatif Ahli 

Pertama 
g. analisi:; himpunan risa1ah rapat doku:nen 0,090 Peris.alah Legislatif Ahli Madya 

h. anotasi himpunan risalah rapat buku 0,608 Perisalah Legislatif Ahli Madya 
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Menyusun laporan p elrucsanaan tugas pembuatan e-
risalah yang m eliputi: 

a. bulanan laporan 0 ,013 Perisalah Legislatif Ahli 
Pertama 

b . triwulan laporan 0 ,013 Perisalah Legislatif Ahli 
Pertama 

c. semester laporan 0 ,018 Perisalah Legislatif Ahli 
Pertama 

d . tahunan laporan 0,018 Perisalah Legislatif Ahlt 

Pertama 
B. Pembuatan Database Risalah Menelaah kumpulan dokumen softcopy e -risalah laporan 0 ,014 Perisalah Legislatif Ahli 

Pertama 

Menginvemarisir dokumen softcop)' e -risalah daftar inventarisir 0,014 Perisala.h Legi::latif Ahli 
Pertama 

Membuat sistem database informasi risalah si:;tem intranet Risalah 0 ,200 Perisalah Legislatif Ahli 
Pertama 

Melakuk..'Ul pe::na::ukan e-risalah ke dalam database 
Sistem lnfor:na::i Ri:;alah: 

a. ri~al<!\h rapat sementara d okumen 0,011 Perisalah Legi:;latif Ahli 
Pertama/ Pens'11..~ Legtslatif 

Ahli Muda 
b . risalah rapat resmi dokumen 0,011 Perisalah Legisl;>.tif Ahli 

Pertama/Pern;alah Legislauf 
AhliMuda 

c. risal::\h rap::\t yang sudah divruidasi dokllmen 0,011 Perisalah Legislarif Ahli 
Pertama/ Perisalah Legislatif 

Ahli Muda 

d. catatan rapat buku 0,011 Perisalah Legi::latif Ahli 
Pertama/Perisalah Legislatif 

Ahli Mudit 

e. laporan singkat dokumen 0 .011 Perisalah Legislatif Ahli 

Pertama/ Perisalah Legislatif 
Ahli Muda 

..t 
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f. himpunan risalab rapat dokumen 0 ,018 Perisalah Le~slatif Ahli 
Pertama/Perisnlah Legi:;latif 

Ahli Muda 

g. analisis himpunan risa.lah rapat dokumen 0 ,053 Perisalah Legislatif Ahli Madya 

h. anotasi himpunan risalah rapat buku 0 .053 Perisalah Legislatif Madya 

~1enyusun laporan pelaksanaan tugas pemuktahiran 

database risalah yang meliputi: 

a . bulanan laporan 0 ,013 Perisalah Legislatif Ahli 
Pertama/Perisalah Legislatif 

Ahli Muda 

b . triwulan la po ran 0 ,013 Perisalah Legislatif Ahli 
Pertama/ Perisalah Legislatif 

Ahli Muda 

c. semester laporan 0.015 Peri:;alah Legislatif Ahli 
Pertama/ Perisalab Legis latif 

Ahli .Muda 

d. tahuna n la po ran 0.015 Perisalah Le~slatif Ahli 
Pertama/ Perisalah Legislatif 

Ahli !liuda 

c. Publikas1 e-Risalah :v1elakukan pengumpulan e-ri5alah yang akan laporan 0 ,010 Perisalah Legislatif Ahli 
dipublikasikan Pertama/ Perisalab Legislatif 

Ahli .Muda 

~enginventarisir e-risalah yang altan dipublikas ik:t'Ul daftar inventarisir 0 ,010 Perisafah Legislatif Ahli 

Perta.ma/ Peri::alah Legislatif 
Ahli Muda 

Menelaah dan meminta pen:etujuan e-risalah yang laporan persetujuan 0 ,010 Perisalah Legislatif Ahli 
akan dipublikasikan Penama/ Perisalab Legislatif 

Ahli Muda 

~ 
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~elaku.kan publ.ikasi dalam jariogan 
intranet./ internet: 

a . risalah rapat sememara dokumeo 0,010 Perisalah Legislatif Ahli 
Pertama/Peri=lah Legislatif 

Ahli Mud..." 
b. risalah rapat resmi dokumen 0,010 Perisalah Legislatif Ahli 

Pertama/Perisalah Legislatif 
Ahli Muda 

c. risalah rapat yang sudah divalidasi dokumen 0,010 Perist\lah Legislatif Ahli 
Pertama/Perisalah Legislatif 

Ahli Muda 
d. catatan rapat dokumen 0 ,010 Pe rist\lah Legislatif Ahli 

Pertama/Perisalah Legislatif 
Ahli ~foda 

e. laporan singkat dokumen 0 ,010 Perisalab Legislatif Ahli 
Pertama/Perisalah Legislatif 

AhliMuda 
f. himpunan risalah rapat dokumen 0 ,010 Perisalah Legislatif Ahli 

Pertama/Perisalah Legislatif 
Ahli Muda 

g. analisis himpunan risalah rapat dokumeo 0 ,030 Perisalah Legislatif Ahli Madya 

h. anotasi himpunao risalah rapat dokumeo 0.090 Perisalah Legislatif Ahli Madya 

Menyusun laporan pelaksanaan tugas publikasi e-
risalah dalam jaringan intranet/internet yang 
meliputi: 

a. bulanan laporan 0,011 Peri:;t\lah Legislatif Ahlt 
Pertama/Perisalah Legi:.latif 

Ahli ~iuda 

b. triwulan laporan 0 ,010 Peri5alah Legislatif Ahli 

Pertama/Perisalah Legislatif 
Ahli Muda 

c. :;emester laporan 0 ,022 Perisalah Legislatif Ahh 
Pertama/Perisalah Legislatrl 

Ahli Muda 

~ 
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d. tahunan laporan 0,022 Perisafah Legislatif Ahli 
Pertama/Perisalah Legislatif 

Ahli Muda 

D. Pengkajian dan Pengembangan Melah.--ukan kegiatan pengkajian sistem, yang 

Sis tern meliputi: 

a. S istem penyusunan cisalah rapat nask..'\.h 0,445 Perisalah Legislatif Ahli Madya 

b. Sistem pembuatan valida.si risalah naskah 0 ,445 Perisalah Legislatif Ahli Madya 

c. S istem pembuatan catatan rapat naskah 0,445 Perisalah Legislatif Ahli Madya 

d. S istem pem bu atan laporan singkat naskah 0,445 Perisalah Legislatif Ahli Mad.ya 

e. Sistem pembuatan himpunan risalah rapat na:>kah 0,445 Perisalah Legislatif Ahli Mad.ya 

f . Sistem pembuatan analisis himpunan risalah naskah 0,445 Perisalah Legislatif Ahli Madya 
rapat 

g. Si.stem pembuatan anot asi hi.mpun an risa!ah naskah 0,445 Perisalah Legislatif Ahli Mad.ya 
ra·nat 

Melakukan kegiatan pengembangan sistem penetapan 1,046 Perisalah Legislatif Ahli Madya 
pene:emban!'.an 

VI. Pengembangan A. Pembuatan Karya Tulis/Karya 1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian / pen gkajian / 
Profesi Ilmiah di bidang Risalah. s urvei J evaluasi di bidang risalah 

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan Buku 12,5 Semua Jenjang 
diedarkan secara n:.u;ional 

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Makalah 6 Semua Jenjang 

lembaga pengecahuan indonesia fLIPI) 

2. Karya tulis ilmiah hasil pen.eliti.an / pengkajian j 
sunrei / e valuas i di bidang risalah yang tidak 

dipublikasikan: 

a. dalam bentuk buku Buku 8 Semua Jenjang 

b. dalam bentuk makalah Makalah 4 Semua Jenjang 

3. Ka:rya t u l is ilmiah berupa tinjauan atau ulasan 

ilmiah hasi! gagasan send iri dalam bidang risalah 
yang dipublilcasikan 

~ 
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a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan Buku s Semua Jenjang 
diedarkan secara nasional 

b. dalam majalah yang diakui oleh lembaga Makalah 4 Semua Jenjang 
pengetahuan indonesia (LIPI} 

4. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan 

ilmiah hasil gagasan sendiri da1am bidang rfoal.'\h 
yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasi 
di perpusta.kaan ir.stansi yang bersangkutan. 

a . dalrun bentuk buku Buku 7 Semua Jenjang 

b. da1run bentuk maka1ah ~akalah 3 ,5 Semua Jenjang 

5. Tulisan ilmiah populer di bidang risalah yang !\ask.ah 2 Semua Jenjang 
disebarluaskan melalui media massa 

6. Menyampaik= prasaran be:rupa tinjauan. Mttlcalah 2,5 Semua Jenjang 
gagasan atau ulasandalam pertemuan di bidang 
ri=lah 

8. ~enterjemahkan/menyadur 1. Terjemahan/ saduran di bidang risalah 
buku dan bahan lainnya di 
Bidang Risalah a. dalam bentuk buku yang diterbitkan daa Buku 7 Semua Jenjang 

diedarkan 
secara nasional 

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingle.at Makalah 3,5 Semua Jenjang 
nasional 

2. Menerjemahkan/ menyadur di bidang risalah 

a. dalam bentuk buku Buku 7 Semua J enjang 

b. dalam bentuk makalah yang diakui oleh Mrucalah 2 , 5 Semua Jenjang 
Instansi yang berwenang 

c. Membuat buku pedoman, 1. '.\fembuat buku pedoman terkait bidang risalah Pedoman 6 Semua J enjang 
ketentuan pelaksanaa.n, atau 

ketentuan teknis terkait Risalah 2. Membuat ketentuan teknis terkait bidang risalah J uklak s Semua Jenjang 

3. Membuat ketentuan pelaksanaan terkait bidang Juknis 3 Semua Jenjang 
risalah 

,t 
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VII. Penunjang kegiatan A. pengajar a.tau pelatih pada Mengajar/melatih di bidang risalah setiap 2 jani Laporan/Materi 0,4 Semua Jenjang 
Perisalah pendidikan dan pelatihan pelatihan 

fungsional at..'u teknis Bidang 

Risalah 

B. peran serta dalam seminar, 1. Mengikuti kegiatan 
lokakatya, at."-U konferensi seminar /!okakarya/konferen!l.i terkait bidang 
terkait Bidang Risalah nsalah,setiap kali, sebagai: 

a. Pemrasaran Materi 3 Semua Jenjang 

b. Moderator /Pembahas/Narasumber L..'poran 2 Semua Jenjang 

c. Peserta La po ran 1 Semua Jenjang 

2. ~fengikuti/berperan serta sebagai delegasi ilmiah 
a.tau delegasi dalam pertemuan nasional atau 

a. Ke tu a Laporan 1.5 Semua Jenjang 

b. Anggota L..'poran l Semua Jenjang 

c. keanggotaan d:.Uam organisasi 11:enjadi anggota organisasi profesi Nasional : 
profesi 

1 Pengurus aktif Tahun 1 Semua J enjang 

2 Anggota aktif Tahun 0,75 Semua Jenjang 

D. keanggotaan dalam Tim Penilai 11:enjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan 
Fungsioaa1 Perisalah Legislatif 

1 Ketua SK 1 Semua Jeajang 

2 Anggota SK 0,75 Semua Jeajang 

E. Memperoleh piagam penghargaan 1. Tanda jasa/kehormatan satya!aacana karya 
a.tau tanda jasa/ kehormatan a. 30 (tiga puluh) tahun Setiap piagam 3 Semua Jeajang 

b. 20 (dua puluh) tahun Setiap piagam 2 Semua Jenjaog 

c. 10 (sepu1uh) tahun Seuap piagam 1 Semua Jenjang 

2. Tanda penghargaan 

a. Regional/ iatemasional Setiap piagam 3 Semua Jenjang 

b . Nasional Setiap piagam 2 Semua Jenjang 

c. Lokal Setiap piagam 1 Semua Jenjang 

F. ~emperoleh gelar kesarjanaan Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan 
lainnya bidang rugas : 

1 Sarjaaa / Diploma IV Setiap ijau.h 5 Semua Jenjang 
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2 Pasca Sat"jana tS21 Setiap ijazah 10 Semua Jenjang 

3 Doktot" (S3l Setiap ijazah 15 Semua Jenjang 

SEKRETARIS JENDERAL, 

, IND~~~ < 
NIP. 196611141997031001 ~ 
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NO UN SUR 

1 UNSUR UTAMA : 

A. PENDIDIKAN 

1. Pendidikan 

2. Diklat 

B. PENYUSUNAN RISALAH 

C. PENYUSUNAN DOKUME~ 
KELENGKAPAN RISALAH RAPAT 

D. PENYUSUNAN ANALISIS DA.1\ 
ANOT AS! HIMPUNAN RISALAH 

E. PENGEMBANGA..'l" SISTEl\f RISALAH 

F. PENGEMBANGAN PROFESI 

2 UNSUR PENUNJANG : 

KEGIATAN YANG MENDUKUNG 
PEI.AKSANAAXTUGASPERI&i\Ll\H 
LEGISLATIF 

JUMLAH 

LAMPIRAN II 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL 
PERISALAH LEGISLATIF 

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MlNIMAL 
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT 

PERISALAH LEGISLATIF DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (Sl) /DIPLOMA IV 

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT 
PERSENTASE AHLIPERTAMA AHLI MUDA AHLIMADYA 

lli/a III/b ill/c IIl/d IV/a IV/b 

100 100 100 100 100 100 

:2:80% - 40 80 160 240 360 

:> 20% - 10 20 40 60 90 

100% 100 150 200 300 400 550 

IV/c 

100 

480 

120 

700 

f INDRA JgKANDAR ;{; 
_,tr NIP. 196611141997031001 ,. 



NO UNSUR 

1 UNSUR UTAMA; 

A. PENDIDIKAN 

1. Pendidikan 

2. Diklat 

B. PENYUSUNAN RISALAH 

C. PENYUSUNAN DOKUMEN 
KELE::\'GKAPA..'\ RJSAI.AH RAPAT 

D. PENYUS~AN ANALISJS DAN 
ANOTASI HJMPUNAN RISALAH 

E. PENGEMBANGA..\' SISTEM RJSAI.AH 

F. PENGEMBANGA..'J PROFESI 

2 UNSUR PENUNJANG : 

KEGIATA.!~ YANG MENDUKUXG 
PELAKSA!'fAAN 1UGAS PERJSALAH 
LEGISLATIF 

JUMLAH 

LAMPIRAN III 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL 
PERISALAH LEGISLATIF 

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL 
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT 

PERISALAH LEGISLATIF DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA IS2) 

JENJANG JABATAN/GOWNGAN RUA.NG DAN ANGKA KREDIT 
PERSENTASE AHLI PERTAMA AHLIMUDA AHLIMADYA 

111/b lll/c IIl/d IV/a IV/b JV/c 

150 150 150 150 150 150 

<'.80% - 40 120 200 320 440 

~ 20% - 10 30 50 80 110 

100% 150 200 300 400 550 700 

U ·~·~ • ....,.~ ~ ·~· H' ;<; -



NO 

1 

2 

UN SUR 

UNSUR UTAMA : 
A. PENDIDIKAN 

1. Pendidikan 
2. Diklat 

B. PENYUSUNAN RISALAH 

C. PENYUSUNA!'l" DOKUMEN 
KELENGKAPAN RISALAH RAPAT 

LAMPIRAN IV 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL 
PERISALAH LEGISLATIF 

J'UMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL 
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAJKAN JABATAN/PANGKAT 
PERISALAH LEGISLATIF DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3) 

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT 
PERSENTASE AHLIMUDA AHLIMADYA 

III/c W/d 'IV/a r.v/h rv/c 

200 200 200 200 200 

-D. PENYUSUNAN ANALISIS DAN ANOTASI 
~ 80% 80 160 280 400 

HIMPUNAN RISAL.\H 

E . PENGEMBAKGAN SISTEM RISALAH 

F. PENGEMBANGAN PROFESI 

UNSUR PENUNJANG : 

KEGIATAN YANG MENDUKUNG 
PELAKSANAAN TUGAS PERISALAH :S 20% - 20 40 70 100 
LEGISLATIF 

JUMLAH 100% 200 300 400 550 700 

SEKRETARIS JENDERAL, ... 

~ 
/IND SKANDAR 

NIP. 196611141997031001 
Iv .....-



LAMPIRAN V 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENT ANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL 
PERISALAH LEGISLATIF 

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN 
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA 

NOMOR: ............................................... . 

INSTANSI: ....................................... .. MASA PENILAIAN: 
Bulan ...... s Id Bulan ...... Tahun .. ... 

NO. KETERANGANPERORANGAN 

1. Nama : 

2. NIP : 

3. Pangkat/ Go!. Ruang/TMT : 

4. Tempat dan Tanggal Lahir : 

5. Nomor Kartu Pegawai : 

6. Jenis Kelamin : 

7. Pendidikan Tertinggi : 

8. Jabatan/TMT : 

9. Unit Kerja : 

NO. UNSUR YANG DINILAI 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT MENURUT 

INSTANSIPENGUSUL TIM PENILAI 

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I PENDIDIKAN 

A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah 

1. Doktor (S3) 

2. Magister (S2) 

3. Sarjana (Sl) 

8. Pendidikan dan Pelatihan Pungsional Perisalah 

Legislatif dan mendapat Surat Tanda Tamat 

Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) 

1. Lamanya lebih dari 960 jam 

2. Lamanya antara 641 s.d. 960 jam 

3. Lamanya antara 481 s.d. 640 jam 

4. Lamanya 161 s.d. 480 jam 

5. Lamanya 81 s.d. 160 jam 

6. Lamanya 30 s.d. 80 jam 



7. Larnanya kurang dari 30 jam 

C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan 

memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan 

pelatihan 

Mengikuti pendidikan dan pelatihan 

prajabatan 

1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan 

PNS 

2. Pendidikan dan pelatihan Ujian Dinas 

Golongan III 

3. Pendidikan dan pelatihan Ujian Dinas 

Golongan IV 

JI PENYUSUNAN RISALAH RAPAT 

A. Penyusunan Risalah Rapat Sementara 

1. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan 

risalah rapat sementara 

2. Melakukan inventarisasi hasil transkrip, 

kelengkapan dan bahan rapat untuk 

penyusunan risalah rapat sementara 

3. Memeriksa hasil inventarisasi bahan rapat 

untuk penyusunan risalah rapat sementara 

4. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah 

rapat sementara yang berbahasa Indonesia 

berdasarkan: 

a. jumlah halaman risalah rapat paling 

kurang 50 halaman 

b. jumlah halaman risalah rapat 51 

sampai dengan 100 halaman 

c. jumlah halaman risalah rapat 101 

sampai dengan 150 halaman 

d. jumlah halaman risalah rapat 151 

sampai dengan 200 halaman 

e. jumlah halaman risalah rapat diatas 

200 halaman 

5. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah 

rapat sementara yang berbahasa asing 

berdasarkan: 

a. jumlah halaman risalah rapat paling 

kurang 50 halaman 

b. jumlah halaman risalah rapat 51 

sampai dengan 100 halaman 

c. jumlah halaman risalah rapat 101 

sampai dengan 150 halaman 

d. jumlah halaman risalah rapat 151 

sampai dengan 200 halaman 

e. jumlah halaman risalah rapat diatas 

200 halaman 

2 



6. Mengolah hasil transkrip menjadi risalah 

rapat sementara yang berbahasa daerah 

berdasarkan: 

a. jumlah halaman risalah rapat paling 

kurang 50 halaman 

b. jumlah halaman risalah rapat 51 

sampai dengan 100 halaman 

c. jumlah halaman risalah rapat 101 

sampai dengan 150 halaman 

d. jumlah halaman risalah rapat 151 

sampai dengan 200 halaman 

e. jumlah halaman risalah rapat diatas 

200 halaman 

7. Menelaah dan menyerahkan risalah rapat 

sementara kepada penyelenggara rapat 

untuk dikoreksi 

B. Penyusunan Risalah Rapat 

1. Melakukan perbaikan risalah rapat 

sementara terhadap hasil koreksi 

penyelenggara/peserta rapat untuk menjadi 

risalah rapat 

2. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 

penyusunan risalah rapat yang meliputi: 

a. bu Ian an 

b. triwulan 

c. semester 

d. Tahunan 

III. PENGEMBANGAN SISTEM RISALAH 

A. Pembuatan e-Risalah 

1. Melakukan pengumpulan dokumen softcopy 

yang akan d ijadikan sebagai e-Risalah 

2. Menginventarisir dokumen softcopy 

3. Melakukan pembuatan e-risalah: 

a. risalah rapat sementara 

b. risalah rapat resmi 

c. risalah rapat yang sudah divalidasi 

d. catatan rapat 

e. laporan singkat 

f. himpunan risalah rapat 

4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 

pembuatan e-risalah yang meliputi: 

a. bulanan 

b. triwulan 

c. semester 

d. tahunan 

3 



B. Pembuatan Database Risalah 

1. Menelaah kumpulan dokumen softcopy e-

risalah 

2. Menginventarisir dokumen softcopy e-

risalah 

3. Membuat sistem database informasi risalah 

4. Melakukan pemasukan e-risalah ke dalam 

database Sistem lnformasi Risalah: 

a. risalah rapat sementara 

b. risalah rapat resmi 

c. risalah rapat yang sudah divalidasi 

d. catatan rapat 

e. laporan singkat 

f. himpunan risalah rapat 

5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 

pemuktahiran database risalah yang 

meliputi: 

a. bulanan 

b. triwulan 

c. semester 

d. tahunan 

c. Publikasi e-Risalah 

1. Melakukan pengumpulan e-risalah yang 

akan dipublikasikan 

2. Menginventarisir e-risalah yang akan 

dipu blikasikan 

3. Menelaah dan meminta persetujuan e-

risalah yang akan dipublikasikan 

4. Melakukan publikasi dalamjaringan 

intranet/ internet: 

a. risalah rapat sementara 

b. risalah rapat resmi 

c. risalah rapat yang sudah divalidasi 

d. catatan rapat 

e. laporan singkat 

f. himpunan risalah rapat 

5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 

publikasi e-risalah dalam jaringan 

intranet/internet yang meliputi: 

a. bulanan 

b. triwulan 

c. semester 

d. tahunan 

IV. PENGEMBANGAN PROFESI 

A. Pembuatan Karya Tulis/Karya llmiah di bidang 

Risalah 

4 



1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian 

/pengkajian/survei/evaluasi di bidang 

risalah 

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan 

dan diedarkan secara nasional 

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh 

Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

2. Karya tulis ilmiah hasil penelitian / 

pengkajian/survei/evaluasi di bidang 

risalah yang tidak dipublikasikan: 

a. dalam bentuk buku 

b. dalam bentuk makalah 

3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau 

ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam 

bidang risalah yang dipublikasikan 

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan 

dan diedarkan secara nasional 

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh 

Lembaga Pengetahuan Indonesia {LIP!) 

4. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau 

ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam 

bidang risalah yang tidak dipublikasikan 

tetapi didokumentasi di perpustakaan 

instansi yang bersangkutan. 

a. dalam bentuk buku 

b. dalam bentuk makalah 

5. Tulisan ilmiah popular di bidang risalah 

yang disebarluaskan melalui media massa 

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, 

gagasan atau ulasan dalam pertemuan di 

bidang risalah 

8. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan 

Jainnya di Bidang Risalah 

1. Terjemahan/saduran di bidang risalah 

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan 

dan diedarkan secara nasional 

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat 

nasional 

2. Menerjemahkan/menyadur di bidang 

risalah 

a. dalam bentuk buku 

b. dalam bentuk makalah yang diakui 

oleh Instansi yang berwenang 

c. Membuat buku pedoman, ketentuan 

pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait 

Risalah 

1. Membuat buku pedoman terkait bidang 

risalah 

5 
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2. Membuat ketentuan teknis terkait bidang 

risalah 

3. Membuat ketentuan pelaksanaan terkait 

bidang risalah 

JUMLAH UNSUR UTAMA I S.D. IV 

v. PENUNJANG KEGIATAN PERISALAH 

A. Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan 

pelatihan fungsional atau teknis Bidang Risalah 

Mengajar /melatih di bidang risalah setiap 2 

jam pelatihan 

8. Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau 

konferensi terkait Bidang Risalah 

1. Mengikuti kegiatan 

seminar /lokakarya/konferensi terkait 

bidang risalah, setiap kali, sebagai: 

a. Pemrasaran 

b. Moderator /Pembahas/Narasumber 

c. Peserta 

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi 

ilmiah atau delegasi dalam pertemuan 

nasional atau internasional 

a. Ketua 

b. Anggota 

c. Keanggotaan dalam organisasi profesi 

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional: 

1. Ketua 

2. Anggota 

D. Keanggotaan dalam Tim Penilai 

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan 

Fungsional Perisalah Legislatif 

1. Ketua 

2. Anggota 

E. Memperoleh piagam penghargaan atau tanda 

jasa/ kehormatan 

1. Tanda jasa/kehormatan satyalancana karya 

sat ya 

a. 30 (tiga puluh) tahun 

b. 20 (dua puluh) tahun 

c. 10 (sepuluh) tahun 

2. Tanda penghargaan 

a. Regional/ in ternasional 

b. Nasional 

c. Lokal 

F. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya 

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai 

dengan bidang tugas: 

6 
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1. Sarjana / Diploma JV 

2. Pasca Sarjana (Sl) 

3. Doktor (S3) 

JUMLAH UNSUR PENUNJANG 

7 
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Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/ di bawah *I 
1 2 3 4 5 6 7 8 

-

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG 

8 



VI. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan .. .. 

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan .. .. 

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .. .. 

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan 

pengembangan profesi 

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan 

penunjang 

6. dan seterusnya .... 

VII. Catatan Pejabat Pengusul : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. dan seterusnya .... 

VIII. Catatan Anggota Tim Penilai : 

/ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. dan seterusnya .... 

NIP. 

(jabatan) 

(nama pejabat pengusul) 

NIP. 

(Nama Penilai I) 

NIP. 

(Nama Penilai II) 

NIP. 

9 



IX. Catatan Ketua Tim Penilai : 

1. ......... 
2. . ........ 
3. . ........ 
4. .. ....... 
5. dan seterusnya .... 

Ketua Tim Penilai, 

(N ama) 

NIP. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

,~IND~{ ~. 
/" NIP. 196611141997031001 ;J 

10 



LAMPIRAN VI 
PERATURAN S EKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL 
PERISALAH LEGISLATIF 

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN 
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA 

NOMOR: ..... ... . .... . ... .... ........... ..... .... .. .... . 

INSTANSI : ........... . .. ... .. .. .. ............. . ... . MASA PENILAIAN : 
Bulan ...... s / d Bulan ...... Tahu n .... .. 

NO. 
KETERANGAN PERORANGAN 

1. Nama : 

2. NIP : 

3. Pangk at / Go!. Ruang/TMT : 

4. Tempat dan Tanggal Lahir : 

5. Nomor Kartu Pegawai : 

6. Jenis Kelamin : 

7. Pendi dikan Tertinggi : 

8. Jabatan / TMT : 

9. Unit Kerja : 

NO. 
UNSUR YANG DINILAI 

UNSUR, SUB UNSUR, DAN BUTIR KEGIATAN ANOKA KREDIT MENURUT 

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI 

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 

I 2 3 4 5 6 7 8 

I PEND ID I KAN 

A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah 

1. Doktor (S3) 

2. Magister (S2) 

3. Sarjana (Sl) 

B. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perisalah 

Legislatif dan mendapat Surat Tanda Tamat 

Pendidikan dan Pelat ihan (STTPL) 

1. Laman ya lebih dari 960 jam 

2. Lamanya antara 641 s.d. 960 jam 



3. Lamanya antara 481 s.d. 640 jam 

4. Lamanya 161 s.d. 480 jam 

5. Lamanya 81 s.d. 160 jam 

6. Lamanya 30 s.d. 80 jam 

7 . Lamanya kurang dari 30 jam 

c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan 

memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan 

pelatihan 

Mengikuti pendidikan dan pelatihan 

prajabatan 

1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan 

PNS 

2. Pendidikan dan pelatihan Ujian Dinas 

Golongan III 

3. Pendidikan dan pelatihan Ujian Dinas 

Golongan IV 

II PENYUSUNAN RISALAH RAPAT 

A. Validasi Risalah Rapat 

1. Merencanakan pembuatan validasi risalah 

rapat 

2. Memeriksa kelengkapan validasi risalah 

rapat 

3. Melakukan validasi risalah rapat 

4. Menelaah dan menyerahkan risalah rapat 

yang sudah divalidasi kepada 

pengguna/penyelenggara rapat untuk 

mendapatkan pengesahan 

5. Membuat klasifikasi sederhana validasi 

risalah rapat berdasarkan: 

a. risalah rapat sementara 

b. risalah rapat resmi 

6. Membuat klasifikasi sederhana validasi 

risalah rapat berdasarkan pokok 

pembahasan 

7. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 

validasi risalah rapat yang meliputi: 

a. bulanan 

b. triwulan 

c. semester 

d. tahunan 

III. PENYUSUNAN DOKUMEN KELENGKAPAN RISALAH 

RAP AT 

A. Penyusunan Catatan Rapat 

2 
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1. Menyusun catatan rapat berbahasa 

Indonesia berdasarkan Iamanya waktu 

rapat: 

a. kurang dari 1 jam 

b. 1 sampai kurang dari 2 jam 

c. 2 sampai kurang dari 3 jam 

d. 3 sampai kurang dari 4 jam 

e. 4 sampai kurang dari 5 jam 

f. Sjam lebih 

2. Menyusun catatan rapat berbahasa asing 

berdasarkan lamanya waktu rapat: 

a. kurang dari 1 jam 

b. 1 sampai kurang dari 2 Jam 

c. 2 sampai kurang dari 3 jam 

d. 3 sampai kurang dari 4 jam 

e. 4 sampai kurang dari 5 jam 

f. Sjam lebih 

3. Menyusun catatan rapat berbahasa daerah 

berdasarkan lamanya waktu rapat: 

a. kurang dari 1 jam 

b. 1 sampai kurang dari 2 jam 

c. 2 sampai kurang dari 3 jam 

d. 3 sampai kurang dari 4 jam 

e. 4 sampai kurang dari 5 jam 

f. Sjam lebih 

4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 

pembuatan catatan rapat yang meliputi: 

a. bulanan 

b. triwulan 

c. semester 

d. tahunan 

8. Penyusunan Laporan Singkat 

1. Menyusun laporan singkat berbahasa 

Indonesia, berdasarkan lamanya waktu 

rapat: 

a. kurang dari 1 jam 

b. 1 sampai kurang dari 2 jam 

c. 2 sampai kurang dari 3 jam 

d. 3 sampai kurang dari 4 jam 

e. 4 sampai kurang dari 5 jam 

3 
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f. Sjam lebih 

2. Menyusun laporan singkat berbahasa asing, 

berdasarkan lamanya waktu rapat: 

a. kurang dari 1 jam 

b. 1 sampai kurang dari 2 jam 

c. 2 sampai kurang dari 3 jam 

d. 3 sampai kurang dari 4 jam 

e. 4 sampai kurang dari 5 jam 

f. Sjam lebih 

3. Menyusun laporan singkat berbahasa 

daerah, berdasarkan lamanya waktu rapat: 

a. kurang dari 1 jam 

b. 1 sampai kurang dari 2 jam 

c. 2 sampai kurang dari 3 jam 

d. 3 sampai kurang dari 4 jam 

e. 4 sampai kurang dari 5 jam 

f. Sjam Jebih 

4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 

pembuatan laporan singkat yang meliputi: 

a. bu Ian an 

b. triwulan 

c. semester 

d. tahunan 

c. Penyusunan Himpunan Risalah Rapat 

1. Merencanakan penyusunan buku 

himpunan risalah dalam satu pokok 

pembahasan 

2. Mengelompokkan risalah rapat Resmi ke 

dalam satu pokok pembahasan 

3. Menyusun daftar urut risalah rapat resmi 

dari kelompok risalah rapat berdasarkan 

waktu kegiatan 

4. Menyusun buku himpunan risalah rapat 

5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 

pembuatan himpunan risalah rapat yang 

meliputi: 

a. bu Ian an 

b. triwulan 

c. semester 

d. Tahunan 

4 



IV. PENGEMBANGAN SISTEM RISALAH 

A. Pembuatan Database Risalah 

1. Melakukan pemasukan e-risalah ke dalam 

database Sistem Informasi Risalah: 

a. risalah rapat sementara 

b. risalah rapat resmi 

c. risalah rapat yang sudah divalidasi 

d. catatan rapat 

e. laporan singkat 

f. himpu nan risalah rapat 

2. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 

pemuktahiran database risalah yang 

meliputi: 

a. bulanan 

b. triwulan 

c. semester 

d. tahunan 

8. Publikasi e-Risalah 

1. Melakukan pengumpulan e-risalah yang 

akan dipublikasikan 

2 . Menginventarisir e-risalah yang akan 

dipublikasikan 

3. Menelaah dan meminta persetujuan e-

risalah yang akan dipublikasikan 

4. Melakukan publikasi dalamjaringan 

intranet/ internet: 

a. r isalah rapat sementara 

b. risalah rapat resmi 

c. risalah rapat yang sudah divalidasi 

d. catatan rapat 

e. laporan singkat 

f. h impunan r isalah rapat 

5 . Menyusun laporan pelaksanaan tugas 

publikasi e-risalah dalam jaringan 

intranet/intemet yang meliputi: 

a. bulanan 

b. triwulan 

c. semester 

d. tahunan 
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V. PENGEMBANGAN PROFESI 

A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang 

Risalah 

1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian 

/pengkajian/survei/evaluasi di bidang 

risalah 

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan 

dan diedarkan secara nasional 

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh 

Lembaga Pengetahuan Indonesia {LIP!) 

2. Karya tulis ilmiah hasil penelitian / 

pengkajian/survei/evaluasi di bidang 

risalah yang tidak dipublikasikan: 

a. dalam bentuk buku 

b. dalam bentuk makalah 

3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau 

ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam 

bidang risalah yang dipublikasikan 

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan 

dan diedarkan secara nasional 

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh 

Lembaga Pengetahuan Indonesia {LIP!) 

4. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau 

ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam 

bidang risalah yang tidak dipublikasikan 

tetapi didokumentasi di perpustakaan 

instansi yang bersangkutan. 

a. dalam bentuk buku 

b. dalam bentuk makalah 

5 . Tulisan ilmiah popular di bidang risalah 

yang disebarluaskan melalui media massa 

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, 

gagasan atau ulasan dalam pertemuan di 

bidang risalah 

8. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan 

lainnya di Bidang Risalah 

1. Terjemahan/saduran di bidang risalah 

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan 

dan diedarkan secara nasional 

b . dalam bentuk makalah ilmiah tingkat 

nasional 

2. Menerjemahkan/menyadur di bidang 

risalah 

a. dalam bentuk buku 

b. dalam bentuk makalah yang diakui 

oleh lnstansi yang berwenang 
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c. Membuat buku pedoman, ketentuan 

pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait 

Risalah 

1. Membuat buku pedoman terkait bidang 

risalah 

2. Membuat ketentuan teknis terkait bidang 

risalah 

3. Membuat ketentuan pelaksanaan terkait 

bidang risalah 

JUMLAH UNSUR UTAMA I S.D. IV 

VI. PENUNJANG KEGIATAN PERISALAH 

A. Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan 

pelatihan fungsional atau teknis Bidang Risalah 

Mengajar/melatih di bidang risalah setiap 2 

jam pelatihan 

8. Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau 

konferensi terkait Bidang Risalah 

1. Mengikuti kegiatan 

seminar /lokakarya/konferensi terkait 

bidang risalah, setiap kali, sebagai: 

a. Pemrasaran 

b. Moderator/ Pembahas/Narasumber 

c. Peserta 

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi 

ilmiah atau delegasi dalam pertemuan 

nasional atau internasional 

a. Ketua 

b. Anggota 

c. Keanggotaan dalam organisasi profesi 

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional: 

1. Ketua 

2. Anggota 

D. Keanggotaan dalam Tim Penilai 

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan 

Fungsional Perisalah Legislatif 

1. Ketua 

2. Anggota 

E. Memperoleh piagam penghargaan atau tanda 

jasa/kehormatan 

1. Tandajasa/kehormatan satyalancana karya 

satya 

a. 30 (tiga puluh) tahun 
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b. 20 (dua puluh) tahun 

c. 10 (sepuluh) tahun 

2. Tanda penghargaan 

a. Regional/ internasional 

b. Nasional 

c. Lokal 

F. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya 

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai 

dengan bidang tugas: 

I. Sarjana / Diploma IV 

2. Pasca Sarjana (Sl ) 

3. Doktor ($3) 

JUMLAH UNSUR PENUNJANG 
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Butlr Kegiatan jenJang jabatan di atas/ di bawab *) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG 

9 

/ 



/ 

VII . LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... . 

2. Surat pemyataan melakukan kegiatan .. .. 

3. Surat pernyataan melakukan kegiatan .. .. 

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan 

pengembangan profesi 

5. Surat pemyataan melakukan kegiatan 

penunjang 

6. dan seterusnya .... 

VDI. Catatan Pejabat Pengusul : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. dan seterusnya .... 

IX. Catatan Anggota Tim Penilai : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. dan seterusnya .... 

NIP. 

Uabatan) 

(nama pejabat pengusul) 

NIP. 

(Nama Penilai I) 

NIP. 

(Nama Penilai II) 

NIP. 
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x. Catatan Ketua Tim Penilai : 

1. ......... 
2. . ........ 
3. . ..... ... 

4. . ........ 
5. dan seterusnya .... 

Ketua Tim Penilai, 

(Nam a) 

NIP. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

/IND~~: I. 
NIP. 196611141997031001 ./V 
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LAMPIRAN VII 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 
TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK 
PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL 
PERISALAH LEGISLATIF 

CONTOH DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN 
FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF 

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT 
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF AHLI MADYA 

NOMOR: ............................................... . 

INSTANSI: ........................................ . MASA PENILAIAN : 
Bulan ...... s/d Bulan ...... Tahun ...... 

NO. KETERANGANPERORANGAN 

l. Nama : 

2. NIP : 

3. Pangkat/ Gol. Ruang/TMT : 

4. Tempat dan Tanggal Lahir : 

5. Nomor Kartu Pegawai 

6. Jenis Kelamin : 

7. Pendidikan Tertinggi : 

8. Jabatan/TMT : 

9. Unit Kerja : 

NO. UNSUR YANG DINILAI 

UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN ANOKA KREDIT MENURUT 

INSTANSI PENGUSUL TIM PENILAI 

LAMA BARU JUMLAH LAMA BARU JUMLAH 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I PENDIDIKAN 

A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah 

l. Doktor (S3) 

2. Magister (S2) 

3. Sarjana (Sl) 

8. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perisalah 

Legislatif dan mendapat Surat Tanda Tamat 

Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) 

/ 



1. Lamanya lebih dari 960 jam 

2. Lamanya antara 641 s.d. 960 jam 

3. Lamanya antara 481 s.d. 640 jam 

4. Lamanya 161 s.d. 480 jam 

5. Lamanya 81 s.d. 160 jam 

6. Lamanya 30 s.d. 80 jam 

7. Lamanya kurang dari 30 jam 

c. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan 

memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan 

pelatihan 

Mengikuti pendidikan dan pelatihan 

prajabatan 

1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan 

PNS 

2. Pendidikan dan pelatihan Ujian Dinas 

Golongan Ill 

3. Pendidikan dan pelatihan Ujian Dinas 

Golongan IV 

II PENYUSUNAN RISALAH RAPAT 

Otentifikasi Risalah Rapat 

1. Melaksanakan otentifikasi risalah rapat 

2. Melaksanakan otentifikasi risalah rapat per 

pokok bahasan 

III. PENYUSUNAN DOKUMEN KELENGKAPAN l<ISALAH 

RAPAT 

A. Penyusunan Catatan Rapat 

1. Menyusun catatan rapat berbahasa 

Indonesia berdasarkan lamanya waktu 

rapat: 

a. kurang dari 1 jam 

b. 1 sampai kurang dari 2 jam 

c. 2 sampai kurang dari 3 jam 

d. 3 sampai kurang dari 4 jam 

e. 4 sampai kurang dari 5 jam 

f. Sjam lebih 

2. Menyusun catatan rapat berbahasa asing 

berdasarkan lamanya waktu rapat: 

a. kurang dari 1 jam 

b. 1 sampai kurang dari 2 jam 

c. 2 sampai kurang dari 3 jam 

d . 3 sampai kurang dari 4 jam 
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e. 4 sampai kurang dari 5 jam 

f. Sjam lebih 

3. Menyusun catatan rapat berbahasa daerah 

berdasarkan lamanya waktu rapat: 

a. kurang dari 1 jam 

b. l sampai kurang dari 2 jam 

c. 2 sampai kurang dari 3 jam 

d. 3 sampai kurang dari 4 jam 

e. 4 sampai kurang dari 5 jam 

f. 5 jam lebih 

4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 

pembuatan catatan rapat yang meliputi: 

a. bulanan 

b. triwulan 

c. semester 

d. tahunan 

8. Penyusunan Laporan Singkat 

1. Menyusun laporan singkat berbahasa 

Indonesia, berdasarkan lamanya waktu 

rapat: 

a. kurang dari 1 jam 

b. 1 sampai kurang dari 2 jam 

c. 2 sampai kurang dari 3 jam 

d. 3 sampai kurang dari 4 jam 

e. 4 sampai kurang dari 5 jam 

f. Sjam lebih 

2. Menyusun laporan singkat berbahasa asing, 

berdasarkan lamanya waktu rapat: 

a. kurang dari 1 jam 

b. 1 sampai kurang dari 2 jam 

c. 2 sampai kurang dari 3 jam 

d. 3 sampai kurang dari 4 jam 

e. 4 sampai kurang dari 5 jam 

f. Sjam lebih 

3. Menyusun laporan singkat berbahasa 

daerah, berdasarkan lamanya waktu rapat: 

a. kurang dari 1 jam 

b. 1 sampai kurang dari 2 jam 

c. 2 sampai kurang dari 3 jam 

3 
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d. 3 sampai kurang dari 4 jam 

e. 4 sampai kurang dari 5 jam 

f. 5jam lebih 

4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 

pembuatan laporan singkat yang meliputi: 

a. bu Ian an 

b. triwulan 

c. semester 

d. tahunan 

c. Penyusunan Himpunan Risalah Rapat 

1. Merencanakan penyusunan buku 

himpunan risalah dalam satu pokok 

pembahasan 

2. Mengelompokkan risalah rapat Resmi ke 

dalam satu pokok pembahasan 

3 . Menyusun daftar urut risalah rapat resmi 

dari kelompok risalah rapat berdasarkan 

waktu kegiatan 

4. Menyusun buku himpunan risalah rapat 

5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 

pembuatan himpunan risalah rapat yang 

meliputi: 

a. bulanan 

b. tr lwulan 

c. semester 

d. tahunan 

IV. PENYUSUNAN ANALISIS DAN ANOTASI HIMPUNAN 

RISALAH RAPAT 

A. Penyusunan Analisis Himpunan Risalah Rapat 

1. Merencanakan pembuatan analisis 

himpunan r isalah rapat 

2. Membuat analisis himpunan r isalah rapat 

3. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 

pembuatan h impunan risalah rapat yang 

meliputi: 

a. bulanan 

b. triwulan 

c. semester 

d. tahunan 

8. Penyusunan Anotasi Himpunan Risalah Rapat 

1. Merencanakan pembuatan anotasi 

himpunan risa lah rapat 
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2. Membuat anotasi himpunan risalah rapat 

c. Validasi Anotasi Himpunan Risalah Rapat 

Membuat validasi anotasi himpunan risalah 

ra pat 

v. PENGEMBANGAN SISTEM RISALAH 

A. Pembuatan e-Risalah 

Melakukan pembuatan e-risalah: 

a. analisis himpunan risalah rapat 

b. anotasi himpunan risalah rapat 

B. Pembuatan Database Risalah 

Melakukan pemasukan e-risalah ke dalam 

database Sistem Informasi Risalah: 

a. analisis himpunan risalah rapat 

b. anotasi himpunan risalah rapat 

c. Publikasi e-Risalah 

Melakukan pu blikasi dalam jaringan 

intranet/ internet: 

a. analisis himpunan risalah rapat 

b. a notasi himpunan r isalah rapat 

D. Pengkajian dan Pengembangan Sistem 

1. Melakukan kegiatan pengkajian s istem, 

yang melipu ti: 

a. Sistem penyusunan risalah rapat 

b . Sistem pembuatan validasi risalah 

c. Sistem pembuatan catatan rapat 

d. Sistem pembuatan laporan s ingkat 

e. S istem pembuatan himpunan risalah 

rapat 

f. Sistem pembuatan analisis himpunan 

r isalah rapat 

g. Sistem pembuatan anotasi himpunan 

risalah rapat 

2. Melakukan kegiatan pengembangan s istem 

VI. PENGEMBANGAN PROFESI 

A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang 

Risalah 

1. Karya tulis ilmiah hasil penelitian 

/pengkajian/survei/evalu asi di bidang 

risalah 

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan 

dan diedarkan secara nasional 
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b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh 

Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIP!) 

2. Karya tulis ilmiah hasil penelitian / 

pengkajian/survei/evaluasi di bidang 

risalah yang tidak dipublikasikan: 

a. dalam bentuk buku 

b. dalam bentuk makalah 

3. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau 

ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam 

bidang risalah yang dipublikasikan 

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan 

dan diedarkan secara nasional 

b. dalam majalah ilmiah yang diakui oleh 

Lembaga Pengetahuan Indonesia (LIP!) 

4. Karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau 

ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam 

bidang risalah yang tidak dipublikasikan 

tetapi didokumentasi di perpustakaan 

instansi yang bersangkutan. 

a. dalam bentuk buku 

b. dalam bentuk makalah 

5. Tulisan ilmiah popular di bidang risalah 

yang disebarluaskan melalui media massa 

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, 

gagasan atau ulasan dalam pertemuan di 

bidang risalah 

B. Menterjemahkan/menyadur buku dan bahan 

lainnya di Bidang Risalah 

1. Terjemahan/saduran di bidang risalah 

a. dalam bentuk buku yang diterbitkan 

dan diedarkan secara nasional 

b. dalam bentuk makalah ilmiah tingkat 

nasional 

2. Menerjemahkan/menyadur di bidang 

risalah 

a. dalam bentuk buku 

b. dalam bentuk makalah yang diakui 

oleh Instansi yang berwenang 

c. Membuat buku pedoman, ketentuan 

pelaksanaan, atau ketentuan teknis terkait 

Risalah 

1. Membuat buku pedoman terkait bidang 

risalah 

2. Membuat ketentuan teknis terkait bidang 

risalah 
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3. Membuat ketentuan pelaksanaan terkait 

bidang risalah 

JUMLAH UNSUR UTAMA I S.D. IV 

VII. PENUNJANG KEGIATAN PERISALAH 

A. Pengajar atau pelatih pada pendidikan dan 

pelatihan fungsional atau teknis Bidang Risalah 

Mengajar/melatih di bidang risalah setiap 2 

jam pelatihan 

8. Peran serta dalam seminar, lokakarya, atau 

konferensi terkait Bidang Risalah 

1. Mengikuti kegiatan 

seminar / lokakarya/konferensi terkait 

bidang risalah, setiap kali, sebagai: 

a. Pemrasaran 

b. Moderator/ Pem bahas/Narasumber 

c. Peserta 

2. Mengikuti/berperan serta sebagai delegasi 

ilmiah atau delegasi dalam pertemuan 

nasional atau internasional 

a. Ketua 

b. Anggota 

c. Keanggotaan dalam organisasi profesi 

Menjadi anggota organisasi profesi Nasional: 

1. Ketua 

2. Anggota 

D. Keanggotaan dalam Tim Penilai 

Menjadi anggota Tim Penilai Kinerja 

Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif 

1. Ketua 

2. Anggota 

E. Memperoleh piagam penghargaan atau tanda 

jasa/kehormatan 

1. Tanda jasa/ kehormatan satyalancana karya 

satya 

a. 30 (tiga puluh) tahun 

b. 20 (dua puluh) tahun 

c. 10 (sepuluh) tahun 

2. Tanda penghargaan 

a. Regional/intemasional 

b. Nasional 

c. Lokal 
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F. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya 

Gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai 

dengan bidang tugas: 

l. Sarjana / Diploma IV 

2. Pasca Sarjana (Sl) 

3. Doktor (S3) 

JUMLAH UNSUR PENUNJANG 
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Butlr Kegiatan jenjang jabatan di atas/ d i bawah ") 

1 2 3 4 5 6 7 8 

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG 
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VIII. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK : 

1. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... . 

2. Surat pernyataan melakukan kegiatan ... . 

3 . Surat pernyataan melakukan kegiatan ... . 

4. Surat pernyataan melakukan kegiatan 

pengembangan profesi 

5. Surat pernyataan melakukan kegiatan 

penunjang 

6. dan seterusnya .... 

IX. Catatan Pejabat Pengusul : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. dan seterusnya .... 

X. Catatan Anggota Tim Penilai : 

1. 

2 . 

3. 

4 . 

5. dan seterusnya .... 

NIP. 

(jabatan) 

(nama pejabat pengusul) 

NIP. 

(Nama Penilai I) 

NIP. 

(Nama Penilai II) 

NIP. 
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XI. Catatan Ketua Tim Penllal : 

1. ......... 
2. . ........ 

3. . ........ 
4. . ........ 
5. dan seterusnya .... 

Ketua Tim Penilai, 

(Nam a) 

NIP. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

.f!N:RA~: 
// NIP. 196611141997031001 
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LAMPIRAN VIII 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH 
LEGISLATIF 

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG RISALAH 
LEGISLATIF 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN DI BIDANG RISALAH LEGISLATIF 

Yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Tlh lkk k. ea me au an egiatan 1 1 an I h I · i ·r b · b ·1 g nsa a eg1s atl se agai en rut: 
No. Uraian Kegiatan Tanggal Sa tu an Jumlah Angka Jumlah Keterangan/ 

Hasil Volume Kredit Angka Bukti fisik 
Kegiatan Kredit 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 
2. 
3. 
dst 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

(tempat, tanggal, bulan, tahun) 
Atasan Langsung, 

NAMA JELAS DAN GELAR 
NIP: .. .................................. .. 

SEJ~RETARIS JENDERAL, 

-==---,-~~~~~,...,.-~ 
./ 



LAMPIRAN IX 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH 
LEGISLATIF 

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN 
PROFESI 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI 

Yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

T 1 h 1 kuk k . t b ea mea an egia an pengem f . b . b 'k t angan pro es1 se aga1 en u: 
No. Uraian Kegiatan Tanggal Sa tu an Jumlah Angka Jumlah Keterangan/ 

Hasil Volume Kredit Angka Bukti fisik 
Kegiatan Kredit 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 
2. 
3. 
4. 
dst 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mes tin ya. 

(tempat, tanggal, bulan, tahun) 
Atasan Langsung, 

NAMA JELAS DAN GELAR 
NIP: ..................................... . 

SEKRETARIS JENDERAL, 

..,IJNDRAt 
~ NIP. 196611141997031001 ~ 

/ 



LAMPIRAN X 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH 
LEGISLATIF 

CONTOH SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG 

SURAT PERNYATAAN 
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG PERISALAH LEGISLATIF 

Yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Tlh lkk k' ea me a u an eg1atan penun1ang p . 1 h Le . 1 'f b . b 'k ensa a :g1s ati se aga1 en ut: 
No. Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Jumlah Angka Jumlah Keterangan/ 

Hasil Volume Kredit Angka Bukti fisik 
Kegiatan Kredit 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 
2. 
3. 
4. 
dst 

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

(tempat, tanggal, bulan, tahun) 
Atasan Langsung, 

NAMA JELAS DAN GELAR 
NIP: ..................................... . 

SEKRETARIS JENDERAL, 
' 

==---::-:::-~-=--=--=-:-::::-::::=~:-:--- ~ 
/ 



LAMPIRAN XI 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH 
LEGISLATIF 

CONTOH SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN TEKNIS/FUNGSIONAL 

SURAT PERNYATAAN 
TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS / FUNGSIONAL 

PERISALAH LEGISLATIF 

Yang bertandatangan di bawah ini: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Menyatakan bahwa: 
Nama 
NIP 
Pangkat/ golongan ruang/TMT 
Jabatan 
Unit Kerja 

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional Perisalah 
Le · i ·r b · b ·ku :g1s atl se aga1 en t: 

No. Uraian Kegiatan Tanggal Satuan Jumlah Angka Jumlah Keterangan/ 
Hasil Volume Kredit Angka Bukti fisik 

Kegiatan Kredit 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
2. 
3. 
4. 
dst 

Demikian pemyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

(tempat, tanggal, bulan, tahun) 
Atasan Langsung, 

NAMA JELAS DAN GELAR 
NIP: .................................... .. 

SEKRETARIS JENDERAL, 
~ 



LAMPIRAN XII 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH 
LEGISLATIF 

CONTOH SURAT PENYAMPAIAN BAHAN PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA 
KREDIT PERISALAH LEGISLATIF 

Kepada Yth. 
Pejabat yang Berwenang mengusulkan 
penetapan Angka Kredit*) 
Di 
Tern pat 

1. Bersama ini kami sampaikan bahan penilaian dan penetapan angka kredit 
atas nama-nama, sebagai berikut: 

NO. NAMA/NIP JABATAN PANGKAT/ BAHAN 
GO LONGAN PENETAPAN 

RU ANG ANGKA KREDIT 

1 2 3 4 5 
1. 
2. 
3. 
4. 
dst 

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 

( .............. ., .............................. ) 
Pimpinan Unit Kerja *), 

NAMA JELAS DAN GELAR 
*) Tulis nama jabatan NIP: ............................. .. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

j!ND~~ 
/" NIP. 196611141997031001 k 



LAMPIRAN XIII 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH 
LEGISLATIF 

CONTOH PENETAPAN ANGKA KREDIT 

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL 
PERISALAH LEGISLATIF 

Nomor: ....... . .. .... ..... ... . / ....................... / ....... ...... . ............ .. / ... / ........ .. . . 
Masa Penilaian : .............................. s.d ............. . ... ...... . ..................... . 

INSTANSI: ...................... .......... ...... .... ... ... ........ . 

KETERANGANPERORANGAN 

1. Nama 

2. NIP 

3. Pangkat/ Gol. Ruang/TMT 

4 . Tempat dan Tanggal Lahir 

5. Nomor Kartu Pegawai 

6. Jenis Kelamin 

7. Pendidikan Tertinggi 

8. Jabatan/TMT 

9. Unit Kerja 

PENETAPAN ANGKA KREDIT 

NO URAIAN LAMA BARU JUMLAH 

I UNSUR UTAMA : 

A PENDIDIKAN 

1. Pendidikan Formal 
2. Pendidikan dan Pelatihan dan mendapat Surat 

Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STIPP) 

B Penyusunan Risalah 

c Penyusunan Dokumen Kelengkapan Risalah Rapat 

D Penyusunan Analisis dan Anotasi Himpunan 
Risalah 

E Pengembangan Sistem Risalah 

F Pengem bangan Profesi 

JUMLAH UNSUR UTAMA 



II UNSUR PENUNJANG PERISALAH LEGISLATIF 

Kegiatan yang menunjang tugas Perisalah 
Legislatif 

JUMLAH UNSUR PENUNJANG 

JUMLAH AK UTAMA DAN PENUNJANG (1+11) 

DAPAT /TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKAN DALAM JABATAN 
............... / PANGKAT ............... / TMT............. . .... DENGAN MEMPERTIMBANGKAN 
PERSYARATAN LAINNYA 
Catatan: 

Tempat, Tanggal 

Keputusan Pejabat yang berwenang 
menetapkan angka kredit tidak dapat 
diajukan keberatan oleh Pejabat Fungsional 
yang bersangkutan. Pejabat yang Berwenang Menetapkan 

Angka Kredit 

Asli disampaikan dengan hormat kepada: 
Kepala BKN 
Up. Deputi Bidang lnformasi Kepegawaian 
BKN di Jakarta 

Tembusan disampaikan kepada: 
1. Perisalah Legislatif yang bers::mgkutan; 
2. Pimpinan Instansi Pembina; 
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; 

NAMA PEJABAT 
NIP ............................. . ... ... .... ... . 

4. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang 
bersangku tan*); 

5. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan; dan 
6. Pejabat lain yang dipandang perlu. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

j!N~~R 
~ NIP. 196611141997031001 if 

/ 

2 



/ 

LAMPIRAN XIV 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH 
LEGISLATIF 

CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL 
PERISALAH LEGISLATIF 

KEPUTUSAN 
PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN / 

GUBERNUR/BUPATl/WALIKOTA*) 
NOMOR: .... .................. . ......... .............. . . 

TENT ANG 
KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL 

PERISALAH LEGISLATIF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN / 
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*), 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 
PERT AMA 

KE DUA 
KETIGA 

Bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan Perisalah 
Legislatif yang lowong, Saudara . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. NIP 
. . . . . . . . . .. . . Jabatan . . . . . . . . . . . . . . pangkat/ golongan ruang 
......... telah memenuhi syarat dan dianggap cakap 
untuk dinaikkan dalam jenjang jabatan setingkat lebih 
tinggi; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017; 
4. dst. 

MEMUTUSKAN 

Terhitung mulai tanggal ................. . mengangkat Pegawai 
Negeri Sipil: 
a. Nama 
b. NIP 
c. Pangkat/ Golongan Ruang 
d. TMT 
e. Unit Kerja .................................... . 
Dari Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif jenjang 
................ Ke dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif 
jenjang ........... dengan angka kredit sebesar ....... ( .... ) 
................................................................................. **) 
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan 
kembali sebagaimana mestinya. 



Tembusan: 

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di ....................... . 
Pada tanggal ....................... . 

PIMPINAN LEMSAGA PEMERINTAH NON­
KEMENTERIAN / GUSERNUR/ 
SUPATI/WALIKOTA*) 

.............................................. 

1. Sekretaris Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Repu blik Indonesia; 

2. Kepala Sadan Kepegawaian Negara/Kantor Regional yang 
bersangkutan; 

3. Kepala SKD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

*) Coret yang tidak perlu. 
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

/IND~~~ ~ 
I' NIP. 196611141997031001 ,/ 

2 



LAMPIRAN XV 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH 
LEGISLATIF 

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERTAMA 

KEPUTUSAN 
PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN/ 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) 
NOMOR: ............................................... . 

TENT ANG 
PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL 

PERISALAH LEGISLATIF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN/ 
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*), 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

PERTAMA 

KEDUA 
KETIGA 

a. bahwa Saudara ................................. NIP ............ . 
pangkat/ golongan ruang ......... telah memenuhi syarat 
dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan 
Fungsional Perisalah Legislatif; 

b. bahwa berdasarkan kebutuhan jabatan yang telah 
ditetapkan, perlu mengangkat yang bersangkutan dalam 
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif. 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017; 
4. dst. 

MEMUTUSKAN 

Calon Perisalah Legislatif di bawah ini: 
a. Nama . ........ ....... .... ................ . 
b. NIP . .... . ........... .... .............. .. 
c. Pangkat/Golongan Ruang 
d. TMT 
e. Unit Kerja .................................... . 
Terhitung mulai tanggal . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . . . . . .. .. .. . . . diangkat 
dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif jenjang 
........... dengan angka kredit sebesar ....... ( .... ) 
................................................................................. **) 
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini, akan diadakan perbaika n dan perhitungan 
kembali sebagaimana mestinya. 



Tembusan: 

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di ....................... . 
Pada tanggal .... ........... ....... .. 

PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON­
KEMENTERIAN / GUBERNUR/ 
BUPATI/W ALIKOT A*) 

··· ··········································· 

1. Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia; 

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional yang 
bersangku tan; 

3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 
4 . Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

*) Caret yang tidak perlu. 
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

./IND~~ ~ 
/" NIP. 196611141997031001 / 

2 



LAMPIRAN XVI 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH 
LEGISLATIF 

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN 
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF 

KEPUTUSAN 
PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN/ 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) 
NOMOR: ............................................... . 

TENT ANG 
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM 

JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH LEGISLATIF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN / 
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *), 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

PERT AMA 

KEDUA 
KETIGA 

bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, 
Saudara ..................... NIP ............ jabatan .................. .. 
pangkat/ golongan ruang .. ....... telah memenuhi syarat dan 
dianggap cakap untuk diangkat dala m Jabatan Fungsional 
Perisalah Legislatif melalui perpindahan dari jabatan lain; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017; 
4. dst. 

MEMUTUSKAN 

Mengangkat: 
a. Nama 
b. NIP 
c. Pangkat/Golongan Ruang 
d. TMT 
e. Unit Kerja .................................... . 
Terhitung mulai tanggal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... diangkat 
dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif jenjang 
........... dengan angka kredit sebesar ....... ( .... ) 
. ........ ....................................................................... . **) 
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan 
kembali sebagaimana mestinya. 



Tembusan: 

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di .. ....... ........ .. ... . . 
Pada tanggal ....................... . 

PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON­
KEMENTERIAN / GUBERNUR/ 
BUPATI /WALIKOT A*) 

....... ... ........ ............................ 

1. Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia; 

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional yang 
bersangku tan; 

3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

*) Coret yang tidak perlu. 
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

_;IN~RA~~ 
/f/ NIP. 196611141997031001 

2 



LAMPIRAN XVII 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH 
LEGISLATIF 

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL 
PERISALAH LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN/ INPASSING 

KEPUTUSAN 
PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN / 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA *) 
NOMOR: ............................................... . 

TENT ANG 
PENGANGKATAN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL 

PERISALAH LEGISLATIF MELALUI PENYESUAIAN / INPASSING 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN / 
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*), 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 

PERT AMA 

KEDUA 
KETIGA 

bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, 
Saudara ..................... NIP ............ jabatan ............. .. .. .. . 
pangkat/ golongan ruang .. ....... telah memenuhi syarat dan 
dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional 
Perisalah Legislatif melalui penyesuaian/ inpassing; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 
2 . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017; 
4. dst. 

MEMUTUSKAN 

Mengangkat: 
a . Nama 
b. NIP 
c. Pangkat/Golongan Ruang 
d. TMT 
e. Unit Kerja ................................... .. 
Terhitung mulai tanggal ............................... .. 
disesuaikan/inpassing dalam Jabatan Fungsional Perisalah 
Legislatif jenjang ........... dengan angka kredit sebesar ...... . 
( .... ) 
················································································· **) 
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan 
kembali sebagaimana mestinya. 



Tembusan: 

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di ...... ................. . 
Pad a tanggal ....................... . 

PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON­
KEMENTERIAN / GUBERNUR/ 
BUPATI/WALIKOTA*) 

.............................................. 

1. Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia; 

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional yang 
bersangkutan; 

3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 
4 . Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

*) Coret yang tidak perlu. 
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

~IND~~; ~ 
// NIP. 196611141997031001 / 
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LAMPIRAN XVIII 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH 
LEGISLATIF 

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL 
PERISALAH LEGISLATIF 

KEPUTUSAN 
PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN / 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) 
NOMOR: ............................................... . 

TENT ANG 
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PERISALAH LEGISLATIF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN/ 
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, *) 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 
PERT AMA 

KEDUA 
KETIGA 

a. bahwa berdasarkan surat ............. Nomor ...... . .. . 
tanggal ............ perihal usulan pemberhentian dari 
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif karena 
.. ... ...... ;**) 

b. bahwa untuk tertib administrasi, perlu melakukan 
pemberhentian dari Jabatan Jabatan Fungsional 
Perisalah Legislatif; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017; 
4. dst. 

MEMUTUSKAN 

Terhitung mulai tanggal .................. memberhentikan dari 
J abatan Fungsional Perisalah Legislatif: 
a. Nama ................................. ... . 
b. NIP .............................. .. .. .. . 
c. Pangkat/Golongan Ruang 
d. TMT 
e. Jabatan ....... . .. . ....... . .. .. . ............ . 
f. Unit Kerja . .. ................................. . 

··· ·········· ···· ······· ··· ······ ···· ···· ··········· ·········· ············ · ***) 
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan 
kembali sebagaimana mestinya. 



Tembusan: 

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di ......... .............. . 
Pad a tanggal ...................... .. 

PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON­
KEMENTERIAN / G UBERNUR/ 
BUPATI/WALIKOTA 

·············································· 

1. Sekretaris J enderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Repu blik 
Indonesia; 

2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional yang bersangkutan; 
3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

*) Caret yang tidak perlu. 
**) Tulislah surat dari pimpinan unit kerja paling rendah setingkat Pimpinan 

Tinggi Pratama, nomor surat, tanggal dikeluarkan surat, perihal surat 
pengusulan pemberhentian dari jabatan karena .... 

***) Diisi apabila ada penambahan dictum yang dianggap perlu. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

/ IN:RA~: 
NIP. 196611141997031001 ~ 
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LAMPIRAN XIX 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
JABATAN FUNGSIONAL PERISALAH 
LEGISLATIF 

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN KEMBALI 

KEPUTUSAN 
PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN/ 

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*) 
NOMOR: ............................................... . 

TENT ANG 

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL 
PERISALAH LEGISLATIF 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PIMPINAN LEMBAGA PEMERINTAH NON-KEMENTERIAN/ 
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, *) 

Menimbang 

Mengingat 

Menetapkan 
PERT AMA 

KEDUA 
KETIGA 

bahwa Saudara . . .. . . . . ... . . . . . . . . .. . . . . . . NIP . . .. . . . . . . . . . Jabatan 
.............. pangkat/ golongan ruang ... . ..... telah memenuhi 
syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam 
Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif; 

l. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2017; 
4. dst. 

MEMUTUSKAN 

Terhitung mulai tanggal ................. . mengangkat kembali 
Pegawai Negeri Sipil: 
a. Nama 
b. NIP 
c. Pangkat/Golongan Ruang 
d. TMT 
e. Unit Kerja ............. . ...................... . 
Dalam Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif jenjang 
..... . .......... dengan angka kredit sebesar ....... ( .... ) 
........................................................................... **) 
Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam 
keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan 
kembali sebagaimana mestinya. 



Tembusan: 

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil 
yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di ...................... .. 
Pada tanggal ...................... .. 

PIMPINAN LEMSAGA PEMERINTAH NON­
KEMENTERIAN / GUSERNUR/ 
SUPATI/WALIKOTA*) 

.... .......................................... 

1. Sekretaris Jenderal dan Sadan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia; 

2. Kepala Sadan Kepegawaian Negara/Kantor Regional yang bersangkutan; 
3. Kepala SKD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan; 
4 . Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit; 
5. Pejabat lain yang dianggap perlu. 

*) Caret yang tidak perlu. 
**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang diangga p perlu. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

/IND~~~ NIP. 196611141997031001 
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